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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN HAK 

EKONOMI PENCIPTA LAGU 

Rachmanisa Putri 

Hak moral meliputi hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan 

melindungi integritasnya dari perubahan yang merugikan reputasi. Hak ekono mi 

me mberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk me manfaatkan karya demi 

keuntungan ekono mi. Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui 

Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus “Lagi Syantik” 

menjadi contoh pelanggaran hak moral dan hak ekono mi yang mencakup 

penggunaan tanpa izin, reproduksi ilegal, serta modifikasi karya tanpa persetujuan 

pencipta. Peneliti memb uat ru musan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

mencakup bentuk pelanggaran huku m hak moral dan hak ekono mi dalam Undang -

Undang Hak Cipta, perlindungan huku m hak moral dan hak ekonomi serta 

penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekono mi. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian deskriptif, untuk 

me mberikan gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku terkait hak moral 

dan hak ekono mi pencipta lagu. Su mber data yang digunakan merupakan data 

kewahyuan dan data sekunder terdiri dari bahan huku m primer, bahan huku m 

sekunder dan bahan huku m tersi er. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk 

me mperoleh pemaha man mengenai permasalahan yang diteliti . 

Hasil penelitian ini menunjukkan bah wa pelanggaran terhadap hak moral dan 

ekono mi pencipta lagu me miliki beragam bentuk pelanggaran dan  masih sering 

terjadi. Perlindungan huku m terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu 

belu m sepenuhnya efektif. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri 

musik tentang pentingnya menghormati hak cipta menjadi tantangan utama. 

Regulasi huku m harus ditingkatkan dan peningkatan sosialisasi mengenai hak 

moral dan hak ekono mi. Penyelesaian pelanggaran ini dapat dilakukan melalui jalur 

litigasi, seperti gugatan perdata dan huku m pidana, atau jalur non -litigasi, seperti 

arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsi liasi. 

 

Kata Kunci: Hak Moral, Hak Ekono mi, Pencipta Lagu, Perlindungan Huku m, 

Pelanggaran  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pada dasarnya, manusia me miliki kemampuan cipta , rasa, dan karsa sejak 

lahir. Ketiga hal tersebut menciptakan karya intelektual. Untuk menghasilkan dan 

me mperoleh sesuatu yang disebut karya atau temuan (invensi), kemampuan 

intelektual manusia terbatas pada bidang tertentu. Jenis karya intelektual ini d apat 

ditemukan di berbagai bidang, seperti sastra, seni, teknologi, dan ilmu 

pengetahuan.1  

 Indonesia sebagai negara huku m melindungi karya seni yang dibuat oleh 

masyarakatnya untuk melindungi dan menghargai karya cipta.  Hak cipta 

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta 

karya cipta, seperti lagu, musik, dan karya seni lainnya. Perlindungan ini mencakup 

hak moral dan hak ekono mi yang dirancang untuk menjaga kepentingan pencipta 

dan mengatur pemanfaatan karya cip ta.  

Hak cipta diatur dalam Undang -Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta yang mengatur berbagai aspek mengenai perlindungan dan pengelolaan hak 

cipta di Indonesia.  Pada Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

pengertian “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara oto matis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

 
       1 Adami Chazawi, 2019, Tindak Pidana Hak Atas Kelayan Intelektual (HAKI): penyerangan 

terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan atas kekayaan intelektual, Malang: 

Media Nusa Creative, halaman 3. 
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tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.” Undang-Undang Hak Cipta me mberikan perlindungan kepada pencipta 

atas karya cipta melalui dua jenis hak utama  yakni hak moral dan hak ekonomi. 

Hak ekono mi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang -Undang No mor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah “hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

ciptaan”. Hal ini mencakup hak untuk meraih manfaat finansial dan me m peroleh 

pengakuan, serta kewenangan untuk mentransfer dan me mberikan izin penggunaan 

kekayaan intelektualnya, dengan tujuan mendapatkan royalti. Selain itu, hak moral 

juga melekat pada pemilik hak, bersifat tidak dapat dialihkan, dan tetap melekat 

pada dirinya.  

Pasal 5 dalam Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

merinci dengan jelas hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta. Hak ini 

mencakup kema mpuan untuk menampilkan nama pencipta terkait dengan 

penggunaan publik atas karya, mengubah karya tersebut, dan melindungi haknya 

dalam situasi yang berpotensi merugikan martabatnya. Oleh kar ena itu, kerangka 

huku m ini dengan tegas memberikan dasar yang kokoh untuk pemahaman yang 

mendalam terkait hak eksklusif yang melibatkan aspek ekono mi dan moral di dala m 

ranah hak cipta.  

Pentingnya hak cipta dalam melindungi karya musik dan lagu tidak kal ah 

signifikan ketimbang peranan dalam industri teknologi. Sebagai salah satu 

ko moditas seni yang paling potensial, karya musik dan lagu memainkan peran 

sentral dalam me menuhi kebutuhan konsu men di berbagai lapisan masyarakat. Di 
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Indonesia, feno mena peningkatan kebutuhan akan musik dan lagu dari berbagai 

kalangan, mulai dari anak -anak hingga dewasa, mencerminkan perkembangan yang 

signifikan.2 

Perlindungan huku m terhadap hak ekono mi dan hak moral pencipta lagu 

menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian huku m dan memberikan rasa 

aman bagi pencipta dalam berkarya. Pencipta lagu berhak mendapatkan suatu 

penghargaan dan perlindungan atas karya ciptaannya. Tanpa adanya perlindungan 

yang memadai, pencipta dapat kehilangan motivasi untuk terus berkreasi dan 

mengembangkan potensi seni musiknya.  

 Lagu merupakan salah satu manifestasi seni yang mendapatkan penerimaan 

luas dan sambutan hangat dari masy arakat. Salah satu objek hak cipta yang 

dilindungi Undang-Undang adalah lagu atau musik, yang didefinisikan sebagai 

gubahan seni nada atau suara yang dibuat dalam urutan, ko mbinasi, dan hubungan 

temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang me miliki kesat uan dan 

kesinambungan serta ragam nada atau suara yang berirama.  Pada  era globalisasi 

saat ini yang sedang kita alami, peran serta kemajuan dalam penciptaan lagu 

menjelma sebagai entitas yang tidak dapat diabaikan, menempati posisi sebanding 

dengan perkem bangan industri teknologi yang begitu pesat.  Teknik pendistribusian 

lagu lebih beragam dan dapat diakses di mana saja.   

 Dalam mengeksplorasi dan meresapi karya musik, tidak dapat dipungkiri 

bah wa pengalaman ini me miliki implikasi yang signifikan bagi pend engarnya. 

 
       2 Riviantha Putra, 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di 

Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)”, Skripsi, 

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, halaman, 8. 
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Da mpaknya dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu positif dan negatif. Dari 

sudut pandang positif, terlihat bah wa bagi pemegang hak cipta, pengalaman 

mendengarkan musik memberikan peluang lebih besar dalam me mpro mosikan dan 

me masarkan karya-karyanya. Namun, di sisi lain, terdapat dampak negatif yang 

muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Damp ak negatif tersebut termanifestasi 

dalam penyalahgunaan teknologi oleh seju mlah individu yang menggunakan 

inovasi ini untuk kepentingan pribadi. Manusia  banyak yang mengambil langkah 

tidak etis dengan me manfaatkan kema mpuan teknologi untuk memodifikasi atau 

mengubah karya cipta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tindakan ini 

dilakukan dengan cara mengedit atau memanipulasi lagu, kemudian 

mengunggahnya ke berbagai platform media sosial dengan tujuan meraih 

keuntungan pribadi. 3 

 Pelanggaran hak moral sering kali terjadi seperti penggunaan karya 

seseorang tanpa izin atau pengakuan yang tepat, yang dapat merugikan reputasi 

pencipta asli. Kemudian m odifikasi karya tanpa persetujuan, seperti perubahan lirik 

atau aransemen yang mengubah makna asli lagu, juga merupakan pelanggaran hak 

moral. Di sisi lain, hak ekono mi mencakup hak pencipta untuk menerima 

ko mpensasi finansial dari penggunaan kar ya ciptaannya, seperti royalti dari 

penjualan, siaran radio, atau streaming digital. Pelanggaran hak ekono mi sering 

terjadi dalam bentuk pembajakan, di mana karya musik didistribusikan tanpa izin 

 
      3 Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, F, A.  (2019) “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta 

Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, Jurnal Unmasmataram 13, no. 

1, halaman 78. 
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atau tanpa pembayaran royalti.  Dalam hal hak cipta, faktor k esadaran hukum pada 

masyarakat merupakan ko mponen penting dari mekanisme penegakan huku m.   

 Pelanggaran terhadap hak ekono mi dan hak moral pencipta lagu juga dapat 

merugikan industri musik secara keseluruhan, baik dari segi ekono mi maupun 

reputasi. Praktik penggunaan lagu tanpa izin atau dengan cara yang merusak 

reputasi pencipta dapat menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap industri musik.  

 Tak jarang didalam beberapa kasus, pelaku yang melakukan perub ahan pada 

karya musik orang lain justru memperoleh popularitas yang melebihi sang pencipta 

asli. Hal ini dapat berujung pada keuntungan pribadi bagi pelaku yang mengubah 

karya orang lain, bahkan hingga menerima tawaran untuk menyanyikan lagu hasil 

aransemennya. Akan tetapi, realitanya seringkali pelaku tidak me minta izin kepada 

pemegang hak cipta asli, menciptakan potensi konflik di masa depan.  

Salah satu feno mena yang telah terjadi adalah insiden pelanggaran hak cipta 

terkait lagu ”Lagi Syantik” lagu-lagu yang diaransemen ulang yang merupakan 

karya cipta musik telah menjadi subjek dari banyak kasus. Di antaranya adalah 

kasus cover lagu “Lagi Syantik” milik Siti Badriah o leh Gen Halilintar di YouTube. 

Ketika Gen Halilintar memposting video cover lagu di YouTube, hal itu mulai 

menimbulkan masalah aransemen dan lirik lagu tersebut telah mengalami 

modifikasi, begitu juga dengan notasinya.  

Lagu “Lagi Syantik” dilabeli oleh  PT Nagaswara Publisherindo, yang 

m erupakan su mber dari kasus ini. Pihak PT N agaswara Publisherindo  merasa 

tersinggung karena Gen Halilintar meng -cover lagu tersebut dengan aransemen dan 
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lirik yang berbeda. Dengan tanpa izin mengubah aransemen dan lirik lagu tersebut , 

memproduksi dan menyebarluaskan lagu ”L agi Syantik” yang telah dimodifikasi 

tersebut.4 PT Nagaswara Publisherindo mengajukan gugatan perdata ke keluarga  

Gen Halilintar dengan total kerugian  9,5 Miliar rupiah.5 

Pada Pasal 4 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

pihak dari PT Nagaswara Publisherindo berhak mendapatkan hak eksklusif yang 

terdiri dari hak moral dan hak ekono mi, sesuai dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e 

Undang-Undang No mo r 28 Tahun 2014 Tentang  Hak Cipta ”hak moral 

menjelaskan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta,  me mpertahankan 

haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi  Ciptaan, 

atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya ” dan dalam Pasal 

9 Undang-Undang No m or 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menetapkan 

”hak ekono mi untuk pemegang hak cipta dan setiap orang (orang lain) yang ingin 

melakukan hak ekono mi harus me minta izin pencipta atau pemegang cipta. ” 

Dengan latar belakang terseb ut, penulis merasa berminat untuk melakukan 

penelitian ini dengan membahas mengenai bentuk pelanggaran huku m hak moral 

dan hak ekono mi pencipta lagu, perlindungan huku m terhadap hak moral dan hak 

ekono mi pencipta lagu, serta penyelesaian terhadap pelanggar an hak moral dan hak 

ekono mi pencipta lagu. Penelitian ini selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi 

 
       4 Nurul Hanna, “Kasus Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’, Nagaswara Menilai Gen Halilintar 

Merasa Tak Merasa Bersalah” https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-

lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah. Diakses: 9 

Januari 2024. Pukul 12.00 WIB. 

       5 Arie Puji Waluyo, “Digugat Soal Hak Cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar Sesalkan Nagaswara 

Ajukan Kerugian Rp 9,5 Miliar.” https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/19/digugat-soal-hak-

cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-sesalkan-nagaswara-ajukan-kerugian-rp-95-miliar. Diakses: 15 

Agustus 2024. Pukul 18.00 WIB. 

https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah
https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah
https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/19/digugat-soal-hak-cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-sesalkan-nagaswara-ajukan-kerugian-rp-95-miliar
https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/19/digugat-soal-hak-cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-sesalkan-nagaswara-ajukan-kerugian-rp-95-miliar
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dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi 

Pencipta Lagu". 

 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat meru muskan 

permasalahan yang dapat menjadi topik pembahasan pada penulisan huku m ini 

yaitu:  

a. Bagaimana bentuk pelanggaran huku m hak moral dan hak ekono mi 

pencipta lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta? 

b. Bagaimana perlindungan huk u m terhadap hak moral dan hak ekono mi 

pencipta lagu? 

c. Bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak 

ekono mi pencipta lagu?  

2. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pemaparan dari ru musan masalah di atas, maka penelitian ini 

me miliki tujuan sebagai berikut:  

a. Untuk menjelaskan bentuk pelanggaran huku m  hak moral dan hak 

ekono mi dalam Undang-Undang Hak Cipta  

b. Untuk menjelaskan pemaparan mengen ai perlindungan huku m terhadap 

hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu  

c. Untuk menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap pelanggaran hak 

moral dan hak ekono mi pencipta lagu  
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3. Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut 

mengenai berbagai bentuk pelanggaran huku m  hak moral dan hak 

ekono mi, perlindungan huku m hak moral dan hak ekono mi, penyelesaian 

terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, serta 

me mberikan manfaat yang berguna bagi yang ingin me mpelajari lebih 

lanjut mengenai hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu dalam konteks 

industri musik.  

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat me mberikan gambaran 

bagaimana sistem hukum di Indonesia dalam ranah hak m oral dan hak 

ekono mi bagi pencipta lagu, industri musik , badan huku m, dan 

me mberikan pemahaman serta pertimbangan ba gi masyarakat mengenai 

huku m hak moral dan hak ekono mi. 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk me mberikan pemahaman yang jelas 

kepada pembaca mengenai batasan dan ruang lingkup  spesifik dari fokus kajian 

yang akan menjadi objek penelitian .6 Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan 

yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta 

Lagu”, maka dapat dijelaskan definisi operasional yaitu:  

 
       6 Faisal, et.al, 2023. Pedoman Penulisan dan Penyeleseaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: 

CV. Pustaka Prima, halaman 5. 
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1. M enurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan 

akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak -hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subjek huku m berdasarkan ketentuan huku m dari 

kesewenangan.7 

2. Hak moral adalah hak untuk dicantu mkan nama nya  saat karya yang dibuat 

digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta 

karya.8 

3. Hak ekono mi adalah hak bagi pemilik hak cipta untuk mendapatkan 

keuntungan ekono mi dari penggunaan ciptaan yang dipegangnya .9 

4. Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang  me miliki kema mpuan 

kreatif, termasuk pikiran, imajinasi, keterampilan, keahlian, atau atribut 

lainnya, mengarah pada ekspresi artistik yang unik dan berbeda .10 

5. Lagu adalah rangkaian nada yang dipadukan dengan irama yang harmo nis 

dan dilengkapi dengan syair yang  oleh syair yang me mbentuk harmoni 

yang indah. 11 

 
       7 Tim Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-

menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 19.23 WIB 

       8 Freddy Harris, 2020, Modul KI-Lat untuk Pemula Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten, 

Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

halaman 6.  

       9 Antonio Rajoli Ginting, 2020, “Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Konten 

Youtube yang Dijadikan Sumber Berita”, Jurnal Imiah Kebijakan Hukum 14, no. 3, halaman 560. 

       10 Sophar Maru Hutagalung, 2022, Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan, 

Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14. 

       11 Wina Khairunnisa Nursyifa, 2020, Representasi Feminisme Dalam Lirik Lagu (Analisis 

Semiotika Ferdinand de Saussure Terhadap Lagu “The Man” Karya Taylor Swift), Skripsi. 

Universitas Pasundan, Bandung, halaman 1. 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
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C. Keaslian Penelitian 

 Keaslian penelitian merupakan p roses untuk menentukan apakah sebuah 

penelitian cukup baru sehingga perlu diteliti lebih lanjut dikenal sebagai orisinalitas 

penelitian. Begitu juga dengan penelitian penulis yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu” menurut 

pendapat penulis hal ini membutuhkan lebih banyak penyelidikan dan studi . 

Berdasarkan literatur konvensional dan informasi dari internet, penulis menemukan 

bah wa beberapa judul memiliki penelitian yang hampir identik dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti  antara lain: 

1. Skripsi Putri Ananda W ahidah, tahun 2021 di UIN Sunan Gunung Djati  

Bandung yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 

82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst Tentang Sengketa Copyright 

Lagu Lagi Syantik Kasus PT Nagaswara Publisherindo vs Gen Halilintar” 

me mbahas topik mengenai posita dalam kasus sengketa copyright lagu lagi 

syantik, membahas pertimbangan h uku m hakim dalam me mutus kasus 

pada perkara putusan Mahkamah Agung No. 82/P dt.Sus-

Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst, dan membahas akibat huku m dan upaya 

penyelesaian putusan No. 82/P dt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif  

me mberikan hasil posita dalam kasus sengketa copyright lagu Lagi 

Syantik, me mberikan hasil pertimbangan huku m hakim dalam kasus pada 

perkara putusan Mahkamah A gung No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/P N 

Niaga Jkt.Pst, dan me mb erikan hasil bagaimana akibat huku m dan upaya 
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penyelesaian putusan No. 82/P dt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. 

Sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti yaitu meneliti bentuk 

pelanggaran huku m hak moral dan hak ekono mi dalam Undang -Undang 

Hak Cipta, perlindungan huku m terhadap hak moral dan hak ekono mi 

pencipta lagu, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak 

ekono mi pencipta lagu.  

2. Skripsi Muham mad Rafa Abimanyu, tahun 2022 di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Musik 

Terhadap Pengcoveran yang Diunggah ke Youtube, Studi Putusan 

M ahkamah Agung No m or 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021” membahas topik 

mengenai perlindungan huku m kary a musik terhadap pengcoveran yang 

diunggah ke Youtube dan me mbahas pertimbangan majelis haki m 

berdasarkan putusan Mahkamah Agung No mor 41 P k/Pdt.Sus-Hki/2021. 

M engusung jenis penelitian yuridis normatif mem berikan hasil bah wa para 

peng-cover lagu harus memiliki izin lisensi dari pencipta dan pemegang 

hak cipta lagu tersebut agar terhindar dari pelanggaran hak cipta serta 

me mbahas putusan hakim yang dimana dalam kasus ini Mahkamah Agung 

telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah dala m 

me mpertimbangkan mengenai pelanggaran hak cipta. Dalam penelitian 

tersebut mengangkat topik mengenai perlindungan huku m terhadap 

penggandaan karya musik yang diunggah ke Youtube. Penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis mengusung mengenai bentuk pelangg aran huku m 

hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu dalam Undang -Undang Hak 
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Cipta, perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta 

lagu, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekono mi 

pencipta lagu.  

3. Skripsi Nico Bungaran Purba, tahun 2021 di Universitas H K B P 

No m mensen yang berjudul “Perlindungan Hukum  Terhadap Pencipta dan 

Pemegang Hak Cipta Lagu “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan No 

82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst)” membahas topik mengenai 

perlindungan hukum terhadap pencipta lagu “Lagi Syantik” atas 

perubahan lirik lagu tanpa izin pemegang hak cipta dan me mbahas upaya 

penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk melindungi pemegang 

hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu. Penelitian ini menggunaka n 

jenis penelitian yuridis normatif yang me mberikan hasil kegiatan cover 

song merupakan kegiatan yang dibenarkan apabila mengikuti prosedur 

yang seharusnya, terkait dengan penyelesaian sengketa diberikan 

kebebasan bagi pihak terkait untuk menempuh jalan yang me nurutnya 

paling baik untuk digunakan. Penelitian yang akan diteliti oleh pen eliti 

merupakan bentuk pelanggaran huku m hak moral dan hak ekono mi  

pencipta lagu dalam Undang -Undang Hak Cipta , perlindungan huku m 

terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu,  dan penyelesaian 

terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekono mi  pencipta lagu. 
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D. Metode Penelitian 

M enurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu .12 Pada bagian 

metode penelitian, peneliti menguraikan sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan 

yuridis normatif merujuk pada aturan -aturan hukum yang terdapat dalam undang -

undang, putusan pengadilan, da n norma-norma huku m yang berlaku di 

masyarakat.13 

2. Sifat Penelitian  

 Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian 

deskriptif. Penelitian huku m deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 

lengkap tentang keadaan huku m yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat 

tertentu, atau tentang gejala yuridis saat ini, atau tentang peristiwa huku m tertentu 

yang terjadi di masyarakat.14 

3. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna me mecahkan masalah 

yaitu: 

 

 
       12 Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 

halaman 2. 

       13 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105. 

       14 Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, halaman 56. 
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a.  Pendekatan Perundang–Undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang -

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan ini digunakan 

untuk meninjau peraturan dan peraturan hukum yang terkait dengan 

masalah huku m yang dibahas atau diteliti dalam penelitian ini. 15 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

 Pendekatan kasus dalam penelitian normatif, biasanya digunakan 

untuk me mpelajari bagaimana norma atau kaidah huku m diterapkan dala m 

praktik huku m. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, kasus 

tersebut dapat dipelajari dalam penelitian normatif untuk me mperoleh 

pemahaman tentang bagaimana dimensi pernormaan memengaruhi praktik 

huku m, dan untuk menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan 

(input) dalam eksplanasi huku m. 16 

4. Sumber Data 

 Su mber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

su mber–su mber penelitian huku m, meliputi : 

a. Data Kewahyuan adalah data yang berasal dari Huku m Islam, yaitu Al -

Qur'an dan Hadist, sebagai dasar untuk me mpelajari, menganalisis, dan 

menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

 

 
       15 Ibid., halaman 26. 

       16 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman. 157. 
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1) QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 76 

دِه اوَ فْٰ مَنْ  بَ لٰى بْ  اللَّْٰ فاَِنَّْ وَات َّقٰى ٖ  بِعَه  ْ يُحِ ال محتَّقِي    
"Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka 

sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” 

2) Q S. Al-Baqarah 2: Ayat 188  

وَالَكحمْ  تََ كحلحو ْٓا وَلَْ نَكحمْ  امَ  لحو ا بِِل بَاطِلِْ بَ ي   مِّنْ  فَريِ  قًا لتَِأ كحلحو ا الْ حكَّامِْ اِلَْ بِِآَْ وَتحد   
وَالِْ ࣖتَ ع لَمحو نَْ وَانَ  تحمْ  بِِل ِث ِْ النَّاسِْ امَ   

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 

batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” 

 

3) Qs. An-nisaa 4: Ayat 29 

وَالَكحمْ  تََ كحلحو ْٓا لَْ اٰمَن حو ا الَّذِي نَْ ايَ  هَاي    نَكحمْ ب َْ امَ  تَِِارَةًْ تَكحو نَْ انَْ  اِلَّْٓ بِِل بَاطِلِْ ي    

ْ  تَ راَضْ  عَنْ 
ن كحم  ت حلحو ْٓا وَلَْ مِّ ْ  تَ ق 

رَحِي مًاْ بِكحمْ  كَانَْ اللَّْٰ اِنَّْ انَ  فحسَكحم   
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi 

kepustakaan antara lain:  

1.) Bahan huku m primer, yang berkaitan dengan hak  moral dan hak 

ekono mi pencipta lagu meliputi bahan-bahan huku m primer yang 
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termasuk undang-undang dan yurisprudensi serta putusan -putusan 

pengadilan terdahulu. Hal ini meliputi : 

a) Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  

b) Undang-Undang No mor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  

c) Putusan Mahkamah Agung No mor 82/P dt.Sus-

Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst 

d) Putusan Mahkamah Agung No mor 910 K/Pdt.Sus -Hki/2020 

e) Putusan Mahkamah Agung No mor 41 PK/Pdt.Sus -Hki/2021 

2.) Bahan huku m sekunder, yaitu bahan huku m  yang menjelaskan 

mengenai bahan huku m  primer. Bahan huku m  sekunder dapat 

berupa karya ilmiah, buku, dan bahan pustaka lainnya yang 

berhubungan dengan pemasalahan yang ada didalam penelitian ini.17 

3.) Bahan huku m tersier yaitu, bahan huku m yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan huku m primer dan bahan 

huku m sekunder. Bahan huku m tersier dapat berupa hal-hal seperti 

kamus, internet, dan hal-hal yang terkait dengan topik penelitian 

ini.18 

 
       17 Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). Metode Penelitian Hukum dalam 

Pembuatan Karya Ilmiah. Medan: Umsu Press, halaman 135. 

       18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13.  
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5. Alat Pengumpul Data 

 Data merupakan bahan dasar yang digunakan untuk me mecahkan masalah 

penelitian. Oleh karena itu, data -data harus dikumpulkan agar masalah penelitian 

dapat terselesaikan. Pada penelitian ini, data yang diku mpulkan penulis bersifat 

data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpula n yaitu: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) yang diIakukan dengan dua cara 

yaitu;  

1) Offline; dengan cara mengu mpulkan data di perpustakaan baik di 

Universitas Muha m madiyah Su matera Utara  maupun universitas 

lainnya untuk mendapatkan data yang perlu  dan berguna yaitu daIa m 

penelitian.  

2) Online; dengan cara melakukan searching atau pencarian di internet 

untuk mencari dan menghimpun data yang berguna bagi penelitian . 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil 

observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain .19 

M etode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis  data 

berupa analisis kualitatif, sebelu m melakukan penelitian, setiap data yang ada saat 

ini diperiksa dan dinilai untuk me mastikan kebenarannya. Selain itu, teknik 

kualitatif digunakan untuk mengkategorikan data terkait  yang sejenis dengan 

pendekatan kualitatif. Setelah disortir dan dianalisis, data akan diproses untuk 

 
       19 Noeng Muhadjir, 1996, Metode Peneltian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, halaman 69.  
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mengekstrak informasi, dan akhirnya disistematisasi untuk menghasilkan 

klasifikasi yang selaras dengan isu-isu penelitian ini dan untuk menarik kesimpulan 

yang menawarkan solusi bagi isu -isu yang ada.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       20 Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. Op.Cit., halaman 140. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum 

 M enurut Philipus M. Hadjon, p erlindungan huku m adalah perlindungan akan 

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak -hak asasi manusia yang dimiliki 

oleh subjek huku m berdasarkan ketentuan huku m dari kesewenangan .21 

Secara teoritis, bentuk perlindungan huku m dibagi menjadi dua bentuk 

yaitu:22 

1. Perlindungan yang bersifat preventif  

 Perlindungan huku m yang sifatnya pencegahan disebut perlindungan 

huku m preventif. Perlindungan me mberikan kesempatan kepada rakyat 

untuk mengajukan keberatan, atas pendapat mereka sebelu m keputusan 

pemerintah menjadi keputusan yang jelas, sehingga perlindu ngan huku m ini 

bertujuan untuk mencegah konflik dan sangat penting bagi tindakan 

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan 

huku m pencegahan ini mendorong pemerintah untuk berhati -hati saat 

me mbuat keputusan tentang a sas freies ermessen, dan rakyat dapat 

 
       21 Tim Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-

menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 19.23 WIB 

       22 Nursariani Simatupang, 2023, “Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan 

Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan”. Disertasi. 

Universitas Islam Sultan Agung, halaman 37.  

19 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/


20 

 

 

mengajukan keberatan atau dimintai pendapat mereka tentang rencana 

keputusan tersebut.  

2. Perlindungan represif  

 Perlindungan huku m yang represif membantu menyelesaikan 

sengketa. Banyak lembaga di Indonesia yang secara pars ial menangani 

perlindungan huku m bagi rak yat. Lembaga-lembaga ini terdiri dari dua 

badan: pengadilan peradilan u mu m dan instansi pemerintah, yang 

merupakan lembaga banding ad ministrasi.  

 Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan huku m  apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:23 

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.  

2. Jaminan kepastian hukum.  

3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.  

4. Adanya sanksi huku man bagi pihak yang melanggarnya.  

B. Hak Moral 

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau  pemegang hak cipta 

dan tidak dapat dicabut atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta 

atau hak terkait tersebut dialihkan. 24 Konsep huku m ini berasal dari M usik 

 
       23 M. Andi Firdaus, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang 

Usaha Perkebunan Di Indonesia” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

halaman 25-26. 

 

       24 Mujiyono Ferianto, 2017, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, 

Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 13. 
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Kontinental, yaitu dari negara Perancis  yang artinya hak pencipta (droit auteur, 

author rights) dibagi menjadi hak ekono mi untuk memperoleh keuntungan, yang 

me miliki nilai ekono mi seperti uang  dan hak moral melindungi reputasi pencipta. 

Pencantu man nama pencipta pada karya adalah salah satu con toh pelaksanaan hak 

moral, meskipun hak cipta atas karya tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan oleh 

pihak lain.25 Sebagai hak yang diakui, hak moral dimiliki oleh pencipta untuk 

mengontrol penggunaan karya pencipta. Pencipta memiliki hak untuk mengklaim  

kepenulisan sebuah karya dan menghentikan penggunaan karya tersebut dengan 

cara yang tidak pantas atau tidak menyenangkan bagi pen cipta. Setiap karya cipta 

me miliki hak moral untuk menjaga identitas penciptanya, mencegah peniruan dan 

pelanggaran hak cipta.26 Hak moral ini lebih fokus pada melindungi kepentingan 

pribadi pencipta, pencipta me miliki hak untuk melarang atau memberikan izin 

kepada orang lain untuk menambah atau mengurangi isi karya pencipta, 

menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul karya pencipta, dan hal-hal 

lainnya.27 

 Hak moral lebih berfokus pada pengakuan terhadap karya pencipta yang 

tidak dapat dinilai dengan uang, hak ini memberikan pencipta kewenangan dan 

 
       25 Dewi Anggraeni, 2019, Hak Cipta dan Aspek Hukumnya, Bekasi: Sahabat Pena, halaman 70. 

       26 Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. 2023. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak 

Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014”. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya 

Putra 1, no. 2, halaman 189-202. 
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kekuasaan untuk menjaga integritas karya ciptaannya,  serta perasaan naluri yang 

muncul apabila seseorang melanggar atau menam bah karya cipta anya tanpa izin.28 

 Hak moral pencipta yang membuat sesuatu  karya me miliki hak untuk:  

1. Bertujuan untuk me mastikan nama pencipta/nama samaran pencipta 

tercantu m dalam karya ciptaannya (attribution rights);  

2. M encegah bentuk-bentuk distorsi seperti mutilasi, pemotongan, 

perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta ( integrity 

rights);  

 Prinsipnya, hak moral merupakan hak pengarang atau pencipta untuk 

melindungi karyanya dari pengubahan dan untuk tetap disebut sebagai pencipta .29 

 Pe mikiran hak cipta mengatakan bah wa hak cipta dapat dialihkan kepada 

orang lain, tetapi hak moral tidak dapat dialihkan dan tetap dimiliki oleh pemilik 

karya cipta. Hak moral adalah hak eksklusif dan abadi yang dimiliki pencipta atas 

hasil karyanya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan  dari pencipta.30 

 Hak moral diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No mor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diuraikan bahwa Hak Moral merupakan hak 

eksklusif yang melekat dalam pada diri Pencipta secara abadi, yang terdi ri dari:  

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang 

melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:  

a. Tetap mencantu mkan atau tidak mencantu mkan  namanya pada 

salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk u mu m;  

b. M enggunakan nama aliasnya atau samarannya;  

c. M engubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;  

 
       28 Syarifuddin, 2021, Perjanjian Lisensi dan Pendaftara Hak Cipta, Bandung: PT Alumni, 

halaman 51.  
       29 Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Jambi: 

UNJA Publisher, halaman 61. 

       30 Dewi Anggreani, Loc.Cit., halaman 70.  
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d. M engubah judul dan anak judul Ciptaan;  

e. M e mpertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, 

mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang  bersifat 

merugikan kehormatan diri atau reputasinya . 

2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dialihkan 

selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat 

dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.  

3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak 

pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan 

pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.  

 

 Dua hak moral menurut Indonesia-Australia Specialised Training Project 

Phase II adalah:31 

1. Hak untuk me mperoleh pengakuan, yaitu: hak pencipta untuk 

me mperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna 

mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja 

pencipta, atau untuk mencegah pihak lain untuk memberikan pengakuan 

pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;  

2. Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan ata s perubahan 

yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan pencipta.  

 M engingat masa berlaku hak moral pencipta, pencipta me miliki hak untuk 

tetap mencantu mkan atau tidak mencantu mkan nama pencipta pada salinan yang 

berkaitan dengan penggunaan cip taannya untuk u mu m, menggunakan na ma 

samaran atau alias, dan me mpertahankan haknya dalam hal ciptaan yang dirusak, 

dimutilasi, diubah, atau dilakukan dengan cara lain yang merugikan reputasi atau 

 
      31 Aditya Yuli Sulistyawan, 2008, “Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional 

Yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindunga Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya 

Modifikasi Anne Avantie). Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 67.  
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kehormatan pencipta. Namun, hak moral untuk mengubah ciptaan  sesuai dengan 

norma masyarakat, termasuk mengubah judul dan anak judulnya, dan hak moral 

tetap berlaku selama jangka waktu hak cipta. 32 

 

C. Hak Ekonomi 

 Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta No mor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, “Hak ekono mi merupakan hak eksklusif Pencipta atau 

Pe megang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekono mi .”  

 Pencipta musik atau lagu me mpunyai hak ekono mi yang merupakan hak 

eksklusif. Hak ekono mi yang sifatnya mendatangkan manfaat ekono mi kepada 

pencipta dapat menimbulkan sengketa.  

 Hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari 

eksploitasi ciptaannya yang terdiri dari: 33  

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan  

Pasal 1 angka 12 Undang -Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan, hak reproduksi atau penggandaan berarti menambah jumlah 

suatu benda secara keseluruhan atau pada bagian -bagian yang sangat 

penting dengan menggunakan bahan yang sama  ataupun tidak dan secara 

permanen atau sementara. Bentuk penggandaan ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan cara tradisional maupun peralatan modern. Hak reproduksi 

 
       32 Meirinda Dwirani, 2022, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dicover di 

Channel Youtube untuk Tujuan Komersial”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 

28. 

       33 Dwi Fadhilla Putri, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Belum 

Dicatatkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 15. 
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ini juga termasuk perubahan format suatu ciptaan menjadi ciptaan lain, 

misalnya rekaman mu sik. 

2. Hak Adaptasi 

Hak untuk mengadaptasi atau hak untuk melakukan adaptasi, dapat berupa 

menerjemahkan argu men ke dalam bahasa lain, mengaransemen musik, 

mengadaptasi karya non-dramatis, mengubah esai nonfiksi menjadi cerita 

fiksi, atau sebaliknya. 

3. Hak Distribusi  

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk 

mendistribusikan karya yang dibuatnya kepada publik.  Pendistribusian ini 

dapat berupa penjualan, persewaan, atau  bentuk lain yang dimaksudkan 

untuk me mberitahukan kepada masyarakat mengenai suatu ciptaan.   

4. Hak Pertunjukan  

Hak-hak ini dimiliki oleh musisi, penulis naskah drama, dan seniman lain 

yang karyanya dapat diekspresikan dalam pertunjukan . Berdasarkan 

undang-undang hak cipta, hak pertunjukan ini berlaku untuk pemain, aktor, 

penyanyi, musisi, penari, atau orang yang menyajikan, membacakan, atau 

menampilkan suatu karya musik, d an sebagainya.  

5. Hak Penyiaran  

  

Hak untuk menyiarkan dapat berarti mentransmisikan suatu ciptaan melalui 

sistem elektro magnetik atau melalui peralatan kabel. Menyewa juga 

termasuk dalam arti menyiarkan. Melakukan pertunjukan umu m, 
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berko munikasi secara interaktif dengan pertunjukan langsung, dan 

berko munikasi dengan karya rekaman pelaku . 

6. Hak Pemrograman Kabel 

Hak untuk program kabel hampir mirip dengan hak untuk progra m 

penyiaran, program kabel melakukan transmisi melalui kabel . Badan 

penyiaran televisi memiliki studio khusus di mana program disiarkan 

melalui kabel ke pesawat televisi pelanggan, yang memastikan  siaran 

tersebut bersifat ko mersial.  

7. Droit de suite 

Droit de suite merupakan hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan. 

Droit de suite adalah merupakan hak istimew a yang diberikan kepada 

pencipta atas karya ciptaannya. Hak ini bersifat melekat pada ka rya tersebut, 

sehingga hak tersebut terus berlaku meskipun karya tersebut berpindah 

tangan. 

8. Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Right 

Pencipta yang karyanya disimpan di perpustakaan adalah pemilik hak ini.  

Artinya, karena masyarakat sering me minjam karya pencipta dari 

perpustakaan milik pemerintah, maka pencipta tersebut berhak 

mendapatkan imbalan dari pihak tertentu. 34 

Selama hak ekono mi atas suatu ciptaan tidak dialihkan kepada penerim a 

pengalihan, pencipta atau pemegang hak cipta tetap me miliki hak tersebut. 

 
       34 M. Citra Ramadhan, et.al, 2023, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deliserdang: 

Universitas Medan Area Press, halaman 34.  
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Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No mor 28 Tahun 2014 

mengenai masa berlaku hak ekono mi :  

(1) Perlindungan atas hak ciptaan: 

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya ;  

b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya ;  

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks ;  

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan panto mime;  

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase ;  

g. karya arsitektur;  

h. peta; dan  

i. karya seni batik atau seni motif lain , 

berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh 

puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 

1 Januari tahun berikutnya.  

 

 

Se mua ciptaan yang dipegang dan dimiliki oleh badan huku m tetap berlaku 

selama 50 (lima puluh) lima puluh tahun sejak pengu mu man pertama. Untuk jenis 

ekspresi budaya tradisional  yang dipegang oleh negara, masa berlakunya tanpa 

batas waktu. Untuk ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, dipegan g oleh negara, 

dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengu mu man, masa berlakunya 

selama lima puluh tahun sejak pengu mu man pertama kali dilakukan .35 

Hak ekono mi dapat dialihkan pada Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang No m or 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, “Hak Cipta dapat beralih atau 

dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:  

a. pewarisan;  

b. hibah;  

c. wakaf;  

d. wasiat;  

e. perjanjian tertulis; atau  

 
       35 Meirinda Dwirani, Op.Cit., halaman 30. 
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f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Penjelasan pada Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, hak cipta dapat beralih atau dialihkan jika adanya perjanjian 

tertulis. Dalam hal ini, pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis, baik 

melalui surat tangan atau melalui  akta notaris.36 Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang 

No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  menjelaskan, hak cipta tidak dapat 

dialihkan untuk kedua kalinya kepada orang yang sama, masa berlaku pengalihan 

hak ekono mi pencipta atau pemegang hak cipta harus sesu ai dengan perjanjian. Hal 

ini dilakukan untuk melindungi kepentingan finansial orang yang menerima 

pengalihan hak cipta. 37 Menurut Pasal 30 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta menjelaskan, “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau 

musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekono minya, kepemilikan hak 

ekono minya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 

(dua puluh lima) tahun.” Setelah 25 tahun maka hak ekono mi yang dialihkan 

kembali kepada pencipta atau pemegan g hak cipta. 

D. Pencipta 

 M enurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No m or 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri -

sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan 

pribadi”.  

 
       36 Rachmadi Usman, 2021, “Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual” Jakarta: Kencana, 

halaman 85. 
       37 Ibid., halaman 87. 
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 Pencipta me miliki dua jenis hak eksklusif, ya kni hak moral dan hak ekono m i. 

Pencipta bertindak sebagai pemilik atau pemegang  hak cipta dalam pengelolaan hak 

pencipta. Hak yang dapat dialihkan adalah hak ekono mi, sementara hak moral tetap 

melekat pada pencipta seu mur hidup. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah 

orang atau pihak yang secara sah menerima hak cipta dari Pencipta, atau pihak yang 

menerima hak tersebut dari pihak yang telah menerimanya secara sah.  Huku m hak 

cipta berfokus pada pencipta dan kepemilikan, yang dimaksudkan bah wa pencipta 

harus me miliki kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi.  

 Publikasi ciptaan harus mencantu mkan nama Pencipta untuk 

mengidentifikasi ciptaan yang tidak dicatat atau tidak memiliki su rat pencatatan. 

Penentuan siapa yang dianggap sebagai pencipta suatu karya cipta didasarkan pada 

bagaimana karya tersebut dikembangkan, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Sebuah ciptaan terdiri dari beberapa bagian yang diciptakan oleh dua 

orang atau lebih, pencipta yang dianggap adalah orang yang me mimpin 

dan mengawasi penyelesaian keseluruhan ciptaan. Jika tidak ada orang 

yang me mimpin dan mengawasi, pencipta yang dianggap adalah orang 

yang mengu mpulkan ciptaan, tanpa mengurangi hak cipta masing -masing 

atas bagian ciptaannya.  

b. Apabila ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan 

oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan perancang, pencipta 

yang dianggap adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.  

c. Dalam kasus ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, 

instansi pemerintah yang dianggap sebagai pencipta, kecuali ada 
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perjanjian lain yang menyebutkan nama pencipta. Ketika ciptaan dari 

hubungan dinas digunakan secara ko mersial, pencipta dan/atau pemegang 

hak terkait akan mendapatkan imbalan berupa royalti.  

d. Pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dala m 

hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah pihak yang menciptakan 

ciptaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain yang menyatakan bah wa 

pemegang hak cipta adalah pihak yang me mberikan pesanan.  

e. Badan huku m yang melakukan pengu mu man, pendistribusian, atau 

ko munikasi mengenai ciptaan yang berasal dari badan huku m tersebut 

tanpa menyebut nama pencipta, badan huku m tersebut dianggap sebagai 

pencipta. Na mun, jika nama pencipta disebutkan, maka orang yang 

disebutkan adalah pencipta dari ciptaan tersebut. 38  

 Pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta menyebutkan, “Dalam hal Ciptaan terdiri alam hal Ciptaan terdiri atas 

beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang 

dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang me mimpin dan mengawasi 

penyelesaian seluruh Ciptaan.”Kemudian berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-

Undang No mor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta menjelaskan bah wa ”Dalam hal 

Orang yang me mimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang 

 
       38 Freddy Harris et. al, 2020, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. 

Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

halaman 25. 
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yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing -masing 

atas bagian Ciptaannya.” 

 M enghindari tuduhan bah wa orang lain me miliki hak cipta atas karya musik, 

pencipta lagu dapat mendaftarkan karya mereka secara sah ke Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (DJKI)  dan Ke menku mham. Pencipta lagu tidak mungkin 

melakukan pemanfaatan atas ciptaannya atau mengambil keutungan/royalti sendiri. 

Oleh karena itu, ada lembaga manajemen kolektif yang me mbantu mereka 

mendapatkan keuntungan dari ko mersialisasi karya pencipta, seperti komposer, 

penulis, musisi, penya nyi, pelaku, dan talenta lainnya yang sangat berharga.  

E. Lagu 

Lagu adalah seni menyusun nada atau suara dalam susunan dan ko mbinasi 

yang seringkali disertai alat musik untuk menciptakan karya musik yang memiliki 

kesatuan dan kelanjutan, yang juga dikenal seb agai irama. Ku mpulan nada atau 

suara yang memiliki irama disebut sebagai lagu.  

Lagu dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan emosi dan perasaan. Nad a 

yang dilantunkan oleh penyanyi dapat mem engaruhi emosi dan psikologis 

pendengar karena me mb angkitkan emo si dan perasaan yang sama seperti yang 

dirasakan oleh penyanyi.   

Lagu dapat dinyanyikan secara solo, duet, trio, atau dalam  bentuk koir. 

Dengan demikian, lagu dapat digunakan sebagai media untuk membangkitkan 

semangat, seperti pada masa perjuangan, menyatukan perbedaan, serta 
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me mengaruhi emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau 

nilai yang kemudian dianggap wajar, benar, dan tepat oleh orang lain .39  

Beragam genre lagu dan musik mencakup musik klasik, populer, jazz, hip 

hop, rock, tradisional, dangdut, dan banyak lainnya. Lagu dan musik terus berubah 

dan sesuai dengan perkembangan zaman , serta menjadi bagian integral dala m 

kehidupan sehari-hari. Kesulitan yang dialami oleh para pencipta lagu dan musik 

untuk me mastikan bah wa kreasi pencipta dapat didengar dan dibagikan secara luas 

berada di balik betapa sederhananya menik mati lagu dan musik. Tantangan -

tantangan ini dapat berupa materi atau fisik. Musik dan lagu yang digunakan saat 

ini dilindungi oleh hak cipta . Setelah sebuah lagu atau karya musik selesai direkam, 

hak ciptanya menjadi jelas  yang artinya hak cipta lagu dan musik tersebut muncu l. 

M usik dan lagu merupakan karya cipta yang harus dilindungi. 40 

Ko mponen lagu merupakan e lemen dasar dalam sebuah lagu dan elemen 

tersebut masing- masing memainkan peran yang krusial dalam menciptakan 

pengalaman musik yang lengkap. Setiap ko mponen berkontribusi pada struktur dan 

ekspresi emosional lagu. Ko mponen lagu yang terdiri dari : 

1. M elodi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (K B BI), “melodi adalah 

susunan rangkaian tiga nada atau lebih dalam musik yang terdengar 

 
       39 Tamnge, M. N., Putra, T. Y., & Al. Jumroh, S. F. (2021). “Analisis Makna Lagu Dalam 

Album Sarjana Muda Karya Iwan Fals”. Jurnal Frasa: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan 

Pengajarannya 2, no. 1, halaman 38.  

       40 Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra, 2021, “Tinjauan Hak Cipta Terhadap 

Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik”. 

Jurnal: Padjajaran Law Review 9, No. 2, halaman 2. 
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berurutan secara logis serta berirama dan mengungkapkan suatu 

gagasan.” 41 

2. Lirik, lirik lagu terdiri dari rangkaian frasa bernada tinggi yang terinspirasi 

dari berbagai su mber, sering kali berasal dari peristiwa dalam kehidupan 

penyanyi berasal dari berbagai su mber inspirasi, banyak di antaranya 

berasal dari pengalaman pribadi  dan kehidupan sehari-hari. 

3. Harmoni, bidang yang me mpelajari mengenai bagaimana bunyi-bunyi 

bersatu dalam suatu bentuk musik dan terdiri dari berbagai teori yang 

digunakan dalam musik. 42 

4. Ritme ini juga disebut irama dalam lagu atau musik. Oleh karena itu, arti 

ritme sama dengan irama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KB BI), “irama merupakan gerakan yang dilakukan secara berturut -turut 

dan secara teratur, atau turun naik lagu atau bunyi dan sebagainya yang 

beraturan. Irama juga dikenal dengan ritme .”43 

 

 

 Lagu dilindungi sebagai karya cipta oleh Undang -Undang No mor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta didalam Pasal 40. Pasal ini mencakup karya cipta dala m 

 
       41 Kamus. 2023. Pada KBBI Daring. Diambil 20 Agustus 2024, dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

       42 Rifda A, “Ilmu Harmoni: Pengertian, Teori, Jenis, dan Unsurnya”, 

https://www.gramedia.com/literasi/harmoni-adalah/, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 

20.23 WIB 
43 Rifda A, “Pengertian Ritme Hingga Fungsinya”, https://www.gramedia.com/literasi/ritme/ 

diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 20.38 WIB. 

https://www.gramedia.com/literasi/harmoni-adalah/
https://www.gramedia.com/literasi/ritme/
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bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dan termasuk lagu dan/atau musik 

dengan atau tanpa teks.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk Pelanggaran Hukum Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam 

Undang-Undang Hak Cipta 

Dalam kajian huku m hak cipta, pelanggaran terhadap hak moral dan hak 

ekono mi merupakan isu yang penting dan sering terjadi. Hak moral me m berikan 

perlindungan atas pengakuan dan integritas ciptaan, sementara hak ekono mi 

berkaitan dengan hak pencipta untuk me mperoleh manfaat finansial dari karya 

ciptaannya. Hak moral mencakup rasa hormat yang  diberikan masyarakat kepada 

pencipta atau pemegang hak cipta atas kemampuan pencipta dalam menghasilkan 

karya yang me majukan masyarakat.  Hak moral ini  merupakan pemberian hak 

penuh atas karya berhak cipta yang dimiliki dan melarang siapa pun untuk 

mengubah konten karya cipta secara keseluruhan atau sebagian, dan tidak dapat 

diukur dalam bentuk uang.  Dilarang mengubah  judul, isi, atau pengarang dari 

sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta untuk menegakkan hak moral individu 

atau kelo mpok mana pun.  Pemilik hak cipta adalah pihak yang me miliki wewenang 

untuk melakukan perubahan pada konten karya yang dilindungi oleh hak cipta , 

modifikasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pencipta. Pelanggaran hak 

moral terdiri atas dua unsur yaitu hak integritas dan hak atribusi. Mengganti dengan 

lirik lagu ungkapan-ungkapan konyol dan lelucon yang mengubah isi syair asli 

35 
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sebuah lagu adalah salah satu contoh pelanggaran hak atas integritas. Tidak 

menyebutkan pencipta lagu adalah contoh pelanggaran hak atribusi. 44  

 Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak ekono mi dan 

moral para pencipta lagu, dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan 

menghambat produktivitas serta kreativitas para pencipta. Hal ini dapat me micu 

penurunan minat masyarakat untuk berkarya  dan berinovasi, sehingga dapat 

menghambat pertu mbuhan industri kreatif di Indonesia. 45 

Faktor-faktor berikut mempengaruhi pelanggaran hak cipta di Indonesia:  

1. Faktor ekono mi  

Faktor ini merupakan pendorong utama pelanggaran hak cipta seperti 

pembajakan CD. Karena tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat 

pengangguran yang tinggi, orang berusaha untuk mendapatkan lebih 

banyak uang dengan melakukan apa pun yang dilarang  undang-undang. 

2. Faktor sosial budaya 

Secara sosial dan budaya, orang Indonesia belu m terbiasa me mbeli 

barang asli, terutama produk dari industri rekaman. Hal ini didukung oleh 

fakta bah wa orang-orang di Indonesia hanya memikirkan harga barang 

tanpa me mpertimbangkan kualitasnya. Dampak dari semakin meluasnya 

pembajakan di bidang sosial budaya ini sangat beragam.  

 

 

 
       44  Atisya Septika Yoja et. al., 2023, “Pelanggaran Hak Moral Atas Lagu “Lagi Syantik” (Studi 

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)”, Jurnal Media Akademik 2, no. 8, halaman 6. 

       45 Eddy Damian, 2022, Hukum Hak Cipta. Bandung: PT Alumni, halaman 334. 
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3. Faktor pendidikan  

M asyarakat kurang dididik tentang Undang -Undang Hak Cipta. 

Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak tahu  tentang undang-undang 

tersebut dan tidak bisa membedakan kaset asli dan palsu.  

4. Le mahnya penegakan huku m terhadap pelaku pelanggaran  

Penegakan huku m hak cipta di Indonesia masih lemah, terutama karena 

kurang tegasnya aparat penegak huku m dalam menindak pelanggar. 

Huku man yang diberikan pun dinilai tidak cukup me mberikan efek jera. 

Akibatnya, pelanggaran hak cipta terus terjadi dan seringkali digunakan 

sebagai alasan untuk membenarkan tindakan pembajakan. 46  

 Hak moral mencakup beberapa hak penting bagi pencipta, termasuk hak 

untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk melawan perubahan yang merusak 

integritas ciptaan, dan hak untuk menarik ciptaan dari peredaran. Pelanggaran 

terhadap hak moral sering kali sulit diukur karena melibatkan aspek subjektif terkait 

reputasi dan integrita s pencipta. Beberapa bentuk pelanggaran hak moral meliputi:  

1. Penghapusan atau perubahan nama pencipta  

 Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No m or 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, yang tercantu m, menetapkan bah wa setiap pencipta 

me miliki hak untuk diakui secara huku m sebagai pencipta atas ciptaannya. 

Oleh karena itu, pencipta berhak untuk disertakan dalam setiap pengakuan 

atau publikasi yang berkaitan dengan ciptaannya. Pelang garan hak pencipta 

 
       46 Mirwansyah, 2017, “Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Jurnal: Ilmu Hukum 2, no. 1, 

halaman 101-102. 
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terjadi jika nama pencipta dihapus atau tidak dicantu mkan  dari kredit untuk 

sebuah lagu yang diunggah ke platform musik digital tanpa persetujuan 

pencipta. 

2. Pengubahan karya tanpa izin  

 Pencipta berhak untuk menjaga keutuhan ciptaannya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. Hal ini berarti bah wa pencipta me miliki hak untuk 

me mastikan bah wa tidak ada perubahan yang dilakukan pad a ciptaannya 

yang akan merusak atau mengubah esensi asli dari ciptaan tersebut. Hak  

pencipta untuk menjaga keutuhan ciptaannya akan dilanggar, misalnya, jika 

seseorang mengubah lirik lagu tanpa persetujuan pencipta atau mengubah 

aransemen musik suatu ciptaan secara signifikan sehingga tidak dapat 

dikenali lagi dalam bentuk aslinya.  

Hak ekono mi memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol dan  

mendapatkan keuntungan finansial dari karya ciptaan pencipta. Bentuk pelanggaran 

hak ekono mi sering kali lebih mudah diidentifikasi karena melibatkan kerugian 

finansial langsung bagi pencipta. Beberapa bentuk pelanggaran hak ekono mi 

meliputi: 

1. Pe mbajakan  

 Pe mbajakan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak ekono mi yang 

paling u mu m, di mana karya cipta direproduksi dan didistribusikan tanpa 

izin pemegang hak cipta. Pembajakan dijelaskan pada Pasal 1 angka 23 

Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Menurut 
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Asosiasi Industri Rekaman Indonesia Asiri dalam Company Profile 

terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, 

yaitu: 

a. Plagiarism (plagiat) adalah tindakan melanggar hak cipta dengan 

menyalin secara lengkap sebuah albu m populer dan meniru semua 

aspeknya, seperti isi, sampul, dan kemasan. Peniruan tersebut 

sering disebut sebagai kaset/CD asli palsu. 

b. Pirate (pembajakan) adalah cara untuk menyalin karya rekaman 

dengan mengu mpulkan lagu-lagu dari berbagai albu m yang 

dilindungi hak cipta dan dijual di pasaran . Pembajakan ini sering 

dikenal istilah albu m seleksi/ketikan . 

c. Bootleg adalah tindakan pembajakan rekaman suara yang terjadi 

saat seorang penyanyi sedang tampil live di atas panggung tanpa 

izin. Biasanya artis penari dangdut terkenal di Indonesia menjadi 

sasaran pelanggaran ini. Sejak akhir tahun 1995 mulai ditemukan 

hasil rekaman bootleg yang dilakukan di luar negeri seperti Eropa 

dan Australia yang dipasarkan secara bebas di Indonesia. 47 

 Ini mencakup pembuatan salinan ilegal dari buku, musik, film, 

perangkat lunak, dan media lainnya. Pembajakan tidak hanya  

menghilangkan potensi pendapatan dari penjualan resmi tetapi juga 

 
       47 Timothy Lindsey et. al., 2022, “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”, Bandung: PT 

Alumni, halaman 123. 
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merusak pasar dan industri kreatif dengan menciptakan ketidakadilan 

dalam persaingan.  

2. Penggunaan ko mersial tanpa izin 

 Penggunaan ciptaan untuk tujuan ko mersial tanpa mendapatkan izin 

atau membayar royalti yang sesuai juga merupakan pelanggaran hak 

ekono mi. Pelanggaran ini diatur didalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang 

No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Contoh: sebuah perusahaan 

yang menggunakan lagu atau desain dalam kampanye iklan tanpa 

me mberikan ko mpensasi kepada pencipta. Hal ini mengakibatkan pencipta 

kehilangan bagian dari pendapatan yang seharusnya diperoleh dari 

penggunaan ciptaan tersebut.  

3. Penggandaan tanpa izin  

 Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No mor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta , pencipta sebuah karya me miliki hak 

eksklusif untuk me mperbanyak karyanya dalam bentuk apa pun dan 

melalui metode apa pun. Ini berarti bah wa hanya pencipta yang me miliki 

we wenang penuh untuk menduplikasi karyanya, termasuk dalam format 

digital atau cetak. Contoh: hak cipta dilanggar ketika seseorang secara 

tidak sah mengunduh musik dari internet atau menyalin lagu dengan 

maksud untuk menjualnya tanpa persetujuan artis asli. Dalam hal ini, hak 

cipta melindungi kepentingan pencipta dengan mengizinkan mereka untuk 

mengelola dan mendapatkan keuntungan dari distribusi karya tersebut 

sekaligus mencegah penggunaan yang tidak sah.  
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4. Pengu mu man atau penayangan untuk pertama kali  

 M enurut Pasal 9 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No mor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, kewenangan eksklusif untuk mengu mu mkan atau 

menyiarkan suatu ciptaan untuk pertama kalinya adalah milik pencipta. 

Hal ini menyiratkan bah wa pencipta bebas menggunakan saluran atau 

strategi apa pun untuk me mpr esentasikan karyanya kepada masyarakat 

u mu m. Contoh: akan dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif pencipta 

untuk me mbuat pengu mu man atau penyiaran pertama kali atas ciptaannya 

jika sebuah lagu baru diputar di radio atau televisi tanpa persetujuan 

pencipta. 

5. Penyewaan tanpa izin  

 M enurut peraturan Pasal 9 Ayat (1) huruf i Undang-Undang No mor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah satu-satunya yang 

me miliki wewenang untuk menyewakan salinan asli atau reproduksi 

ciptaan mereka. Hal ini menyiratkan bah wa satu-satunya orang yang dapat 

me mberikan izin untuk menyewakan salinan tersebut adalah pencipta atau 

pihak ketiga yang me miliki persetujuan pencipta. Contoh: akan dianggap 

sebagai pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk menyewakan ciptaannya 

jika seseorang menyewakan CD atau DVD termasuk lagu tanpa 

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pencipta lagu tersebut.  

6. Pendistribusian tanpa izin  

 Seorang pencipta hanya me miliki hak untuk menjual atau 

mendistribusikan ciptaannya kepada masyarakat u mu m dalam bentuk 



42 

 

 

salinan asli atau reproduksi, sesuai dengan aturan yang diuraikan dalam 

Pasal 9 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. Hal ini mengindikasikan bah wa ciptaan tersebut hanya dapat 

dijual atau didistribusikan oleh artis atau pihak ketiga dengan persetujuan 

pencipta. Contoh: akan dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif 

pencipta atas penyebaran ciptaan mereka jika seseorang menjual lagu 

dalam format digital tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetuju an dari 

pencipta lagu.  

7. Penampilan di muka u mu m tanpa izin dari pencipta lagu  

 Pencipta merupakan satu-satunya orang yang memiliki hak eksklusif 

untuk mema merkan atau mempertunjukkan ciptaannya di depan u mu m, 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf f Undang-Undang 

No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini mengindikasikan bah wa 

yang boleh me mpertunjukkan ciptaannya di depan u mu m hanyalah 

pencipta dan/atau pihak yang mendapat izin dari pencipta. Contoh: 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap ha k eksklusif pencipta jika 

seseorang menyanyikan lagu  di depan u mu m dan lagu tersebut ditulis oleh 

orang lain dalam sebuah pertunjukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan dari pencipta. 

 Pelanggaran hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu merupakan masalah 

serius yang me mengaruhi kesejahteraan dan kreativitas para pencipta lagu.  

Pelanggaran hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu me miliki beberapa raga m 

bentuk pelanggaran. Hak moral, yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta 
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karya dan hak untuk integritas karya, sering kali dilanggar ketika lagu -lagu 

digunakan tanpa izin atau diubah tanpa persetujuan pencipta. Banyak pencipta lagu 

menghadapi kesulitan dalam me mpertahankan haknya ketika karya nya diputar di 

media massa atau platform digital tanpa ko mpensasi yang layak. Hak ekono mi, 

yang meliputi hak atas imbalan finansial dari penggunaan karya, juga sering 

diabaikan. Pelanggaran ini sering terjadi melalui reproduksi, distribusi, atau 

pertunjukan publik tanpa me mbayar royalti atau me mberik an pengakuan yang 

pantas kepada pencipta. Penggunaan ilegal, seperti pembajakan dan streaming 

tanpa izin, memperburuk masalah ini. Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia 

belu m sepenuhnya efektif dalam menanggulangi pelanggaran -pelanggaran ini, 

sehingga para pencipta lagu seringkali harus berjuang keras untuk me mperoleh hak -

haknya. Hal ini tidak hanya merugikan pencipta lagu secara finansial, tetapi juga 

menghambat kreativitas dan inovasi dalam industri musik, serta merusak 

lingkungan yang seharusnya men dukung dan menghargai karya seni dengan adil. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pihak 

berwenang, lembaga perlindungan hak cipta, dan masyarakat umum untuk 

me mastikan bah wa hak -hak pencipta lagu dilindungi dan dihormati secara 

konsisten. 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta 

Lagu  

 Dalam perlindungan hak cipta, ada beberapa aturan dasar yang melindungi  

hak cipta dari siapa pun yang melanggar hak cipta. Perlindungan ini termasuk 

undang-undang pemerintah yakni melalui Undang-Undang Hak Cipta atau De wan 



44 

 

 

Hak Cipta. Asas lain droit de suite, atau hak mengikuti bendanya, adalah salah satu 

karakteristik atau asas yang melekat pada hak kebendaan. Tidak peduli di mana 

benda itu berada, hak untuk menuntut akan selalu mengikutinya .48  

 M engingat pentingnya melindungi hak -hak eksklusif pencipta atas karya 

lagu, maka perlindungan huku m yang me madai mutlak diperlukan untuk mencegah 

terjadinya segala bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian baik 

secara materiil maupun non-materiil. 

 Perlindungan huku m terhadap hak cipta merupakan suatu sistem huku m yang 

terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:49 

1. Subjek Perlindungan, subjek yang dimaksud adalah individu yang 

me miliki hak cipta, petugas penegak huku m, pejabat pendaftaran, dan 

pelaku pelanggaran hukum .  

2. Objek Perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis hak cipta 

yang diatur dalam undang-undang.  

3. Pendaftaran Perlindungan, hak cipta dilindungi hanya yang sudah 

terdaftar, dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran.  

4. Jangka Waktu, adanya hak cipta dilindungi oleh undang -undang, yaitu 

selama hidup ditambah beberapa tahun setelah pencipta meninggal dunia.  

 
       48 Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, F, A. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”. Jurnal Unmas Mataram 

13, No. 1, halaman 82. 

       49 Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta”, 

http://www.balitbang.kemhan.go.id/ diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, Pukul 16.25 WIB 



45 

 

 

5. Tindakan Huku m Perlindungan , apabila pelanggaran hak cipta terbukti, 

maka orang yang melanggar hak cipta tersebut  harus dihuku m, baik secara 

perdata maupun pidana.  

 Perlindungan huku m terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu 

adalah aspek fundamental dalam sistem hak cipta yang bertujuan untuk me m as tikan 

kesejahteraan dan pengakuan terhadap pencipta karya.  Perlindungan terhadap suatu 

ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. 50 

Konsep perlindungan oto matis didasarkan pada prinsip Automatically Protection 

dari Konvensi Berne. Konsep perlindungan ini, artinya hak cipta boleh dicatatkan 

ataupun tidak. Menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  

tentang Hak Cipta menyebutkan “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  bukan merupakan syarat untuk mendapatkan 

Hak Cipta dan Hak Terkait .” 

 Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan ciptaan yang dilindungi terdiri dari:  

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra, terdiri atas:  

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya:  

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;  

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan panto mim;  

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase ;  

g. karya seni terapan;  

 
       50 Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jawa Timur: Setara Press, 

halaman 39. 
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h. karya arsitektur;  

i. peta;  

j. karya seni batik atau seni motif lain;  

k. karya fotografi;  

l. Potret;  

m.  karya sinematografi;  

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil tran sformasi; 

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi 

ekspresi budaya tradisional;  

p. ko mpilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Ko mputer maupun media lainnya;  

q. ko mpilasi ekspresi budaya tradisional sela ma ko mpilasi tersebut 

merupakan karya yang asli;  

r. permainan video; dan  

s. Program Ko mputer.  

 

 

 Hak moral dan hak ekono mi adalah dua dimensi penting dari hak cipta yang 

melindungi karya intelektual dan me mberikan dasar huku m untuk penghargaan dan 

ko mpensasi yang layak kepada pencipta. Meskipun keduanya berfungsi untuk 

tujuan yang berbeda, perlindungan keduanya sangat krusial dalam mendukung 

ekosistem kreatif dan industri musik secara keseluruhan.   

 Sistem huku m setiap negara me mengaruhi perlindunga n hak ekono mi dan 

moral. Sistem huku m tersebut terdiri dari Common Law System dan Civil Law 

System. Negara-negara yang memprioritaskan perlindungan hak ekono mi, seperti 

A merika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jepang, negara tersebut menganut Common 

Law System. Negara-negara yang menganut Common Law System percaya bah wa 

hak moral dapat menghambat kemajuan d an kemajuan ilmu pengetahuan, jadi 

negara tersebut mengabaikan hak moral. Na mun, pada negara yang menganut Civil 

Law System melindungi hak ekono mi dan hak moral seperti Jerman, Prancis, dan 
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Belanda. Karena usaha dan kerja keras pencipta harus dihargai dan dilindungi, hak 

moral dianggap penting. 51  

 Berdasarkan U ndang-Undang Hak Cipta ada dua macam pencipta atau 

subjek huku m yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu : 

1. Perorangan  

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang ( joint 

works), menurut Pasal 34 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan 

serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan 

Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang  

merancang Ciptaan.”  

2. Badan Huku m  

Badan huku m dapat memiliki karya cipta. Dalam hal ini, badan 

huku m dapat berupa badan huku m privat atau publik. Pasal 37 Undang-

Undang No mor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta menyebutkan “Kecuali 

terbukti sebaliknya, dalam hal badan huku m melakukan Pengu mu man, 

Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan 

huku m tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang 

dianggap sebagai Pencipta yaitu badan huku m .” Di sisi lain, Pasal 35 Ayat 

(1) Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta, 

 
        51 Sartika Nanda Lestari, 2019, “Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia” 

Jurnal Diponegoro Private Law Review 4, no. 3, halaman 5. 
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menunjukkan kepemilikan hak cipta oleh badan huku m publik, yang 

menyatakan bah wa pemegang hak cipta dianggap sebagai badan huku m .52 

 Perlindungan dan penegakan hak moral erat kaitannya dengan penghormatan 

terhadap integritas dan identitas pencipta ciptaan. Ketika hak-hak pencipta 

ditegakkan maka pengguna ciptaan  tersebut akan menjadi lebih menghormati karya 

cipta, hal ini juga berdampak positif terhadap penegakan hak -hak ekonom i atas 

ciptaan yang dimiliki oleh pencipta.53  

 Pasal 6 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyatakan bah wa untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki:  

a. Informasi manajemen Hak Cipta  

b. Informasi elektronik Hak  Cipta  

 Ke mudian pada Pasal 7 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta menjelaskan:  

(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a meliputi informasi tentang:  

a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi 

Ciptaan dan Penciptanya; dan  

b. kode informasi dan kode akses  

(2) Informasi elektronik Hak  Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

b meliputi informasi tentang:  

a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dala m 

hubungan dengan kegiatan Pengu mu man Ciptaan;  

b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;  

c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;   

d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;  

e. no mor; dan  

f. kode informasi.  

 
       52 Khoirul Hidayah, Op.Cit., halaman 34. 

       53 Rachmadi Usman, Op.Cit., halaman 66. 
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(3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

informasi elektronik Hak  Cipta sebagaimana dimaksud pada aya t (2) yang 

dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.  

 

Hak moral berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap hubungan 

pribadi antara pencipta dan ciptaannya. Hak ini mencakup beberapa aspek, 

termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta karya, hak untuk menjaga integritas 

karya, serta hak untuk mencegah perubahan yang dapat merugikan reputasi 

pencipta. Di Indonesia, hak moral diatur dalam Undang -Undang No mor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. M enur ut undang-undang tersebut, pencipta memiliki hak 

untuk diakui sebagai pencipta karya dan berhak mencegah setiap tindakan yang 

dapat merusak integritas karya ciptanya. Misalnya, perubahan atau modifikasi pada 

lirik atau melodi lagu yang dilakukan tanpa izin  dari pencipta dapat dianggap 

sebagai pelanggaran terhadap hak moral. Perlindungan ini penting untuk 

me mastikan bah wa karya pencipta tidak disalahgunakan atau diperlakukan dengan 

cara yang dapat merusak reputasi pencipta. Hak moral juga mencakup hak untuk 

melindungi karya dari penggunaan yang tidak sesuai dengan kehendak pencipta, 

seperti penggunaan yang dapat menimbulkan citra negatif atau kontroversial.  

 Hak ekono mi berhubungan dengan hak pencipta untuk me manfaatkan karya 

pencipta secara finansial. Hak in i memberikan pencipta kekuasaan eksklusif untuk 

mengontrol reproduksi, distribusi, pertunjukan publik, dan adaptasi karya pencipta. 

Dalam konteks hak cipta lagu, hak ekono mi me mungkinkan pencipta untuk 

mendapatkan royalti dari setiap penjualan, pemutaran, atau penggunaan karya 

pencipta di media massa dan platform digital. Undang-Undang Hak Cipta di 

Indonesia memberikan perlindungan huku m terhadap hak ekono mi ini dengan 
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mengatur lisensi, kontrak, dan royalti yang harus dibayar oleh pihak ketiga yang 

menggunakan karya tersebut. Hal ini penting untuk me mastikan bah wa pencipta 

mendapatkan imbalan yang adil dari ciptaan pencipta dan untuk mencegah 

kehilangan potensi pendapatan akibat penggunaan karya tanpa izin atau tanpa 

ko mpensasi yang sesuai.   

 Perlindungan Hak Cipta juga didukung oleh rasionalitas ekono mi. Pada 

intinya, perlindungan harus dipastikan agar segala biaya dan usaha keras pencipta 

dapat terbalaskan. Dalam konteks ini, risiko investasi, kegagalan produksi, dan 

pemasaran karya juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Cara 

mengevaluasinya dan cara menghitungnya tidak perlu dilakukan secara individual 

untuk setiap kasus. Konsep Hak Cipta telah menetapkan jangka waktu perlindungan 

yang wajar dalam bentuk masa eksploitasi atau dur asi keberlangsungan Hak Cipta. 

Beberapa karya dilindungi sepanjang hidup pencipta dan 50 tahun setelahnya, 

sementara beberapa ciptaan yang lain hanya dilindungi selama 50 tahun. 54 

 Perlindungan hak moral dan hak ekono mi tidak hanya bergantung pada 

adanya undang-undang, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum dan 

mekanisme pengawasan yang ada. Di Indonesia, berbagai lembaga, seperti 

Le mbaga Manajemen Kolektif (L M K), me mainkan peran penting dalam mengelola 

hak cipta dan me mastikan bah wa hak -hak pencipta dilindungi. L M K bertanggung 

jawab untuk mengu mpulkan royalti dari penggunaan karya cipta dan mem berikan 

royalti tersebut kepada pencipta sesuai dengan peraturan. Selain itu, lembaga-

 
       54 Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

halaman 15. 
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lembaga ini juga berperan dalam menegakkan huku m hak cipta dengan melakuka n 

pemantauan terhadap pelanggaran dan mengambil tindakan huku m terhadap pihak -

pihak yang melanggar hak pencipta.  

 Na mun, perlindungan huku m terhadap hak cipta sering kali menghadapi 

tantangan, terutama dalam era digital di mana distribusi dan akses terhadap karya 

menjadi lebih mudah dan luas. Penggunaan karya cipta tanpa izin atau tanpa 

me mbayar royalti sering kali terjadi di platform digital, seperti situs web, media 

sosial, dan layanan streaming. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang 

signifikan bagi pencipta, terutama bagi pencipta yang bergantung pada royalti 

sebagai su mber pendapatan utama. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi 

Undang-Undang Hak Cipta untuk terus diperbarui dan disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi dan praktik industri. Selain itu, edukasi kepada 

masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan penggunaan karya 

secara legal juga merupakan langkah penting dalam melindungi hak -hak pencipta.  

 Perlindungan huku m terhadap hak moral dan hak ekono mi juga melibatkan 

perlunya kesadaran dan kerjasama antara pencipta, penerbit, dan pengguna karya 

cipta. Pencipta perlu memahami hak-haknya dan cara untuk menegakkannya, 

sementara penerbit dan pengguna harus me matuhi ketentuan huku m yang berlaku 

dan menghormati hak-hak pencipta.  

 Penerbit misalnya harus memastikan bah wa kontrak yang dibuat dengan 

pencipta mencakup hak moral dan hak ekono mi secara jelas dan adil. Begitu pula, 

pengguna karya cipta, seperti perusahaan media atau platform streaming, harus 
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me mastikan bah wa pencipta mendapatkan izin yang diperlukan dan membayar 

royalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 Perlindungan terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu juga 

me miliki dampak yang signifikan terhadap industri musik secara keseluruhan. 

Dengan me mastikan bah wa pencipta mendapatkan pengakuan dan kompensasi 

yang layak, perlindungan ini mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri 

musik. Pencipta yang merasa dihargai dan diakui cenderung lebih termotivasi untuk 

terus berkarya dan menghasilkan ciptaan baru. Selain itu, perlindungan yang efektif 

juga me mbantu menjaga integritas industri musik dengan mencegah praktik -praktik 

pelanggaran yang dapat merugikan pencipta dan merusak reputasi industri.  

 Perlindungan terhadap hak cipta karya musik telah diatur dalam Undang -

Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang 

tersebut menjelaskan, bah wa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul 

secara oto matis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata berupa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” Artinya, hak cipta suatu karya melekat secara 

oto matis kepada penciptanya sebagai pemegang hak cipta. Terkait ciptaan itu 

sendiri, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menjelaskan, bah wa: “Ciptaan adalah setiap karya cipta di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, 

pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keah lian yang diekspresikan 

dalam bentuk nyata.”  
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 Pasal 4 Undang-Undang  No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga 

menjelaskan, bah wa “hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral  

dan hak ekono mi.” 

 Pada dasarnya, hak cipta diberikan secara o to matis saat karya cipta dibuat. 

Na mun, pencipta harus mendaftarkan hak cipta agar hak ciptanya me miliki bukti 

yang kuat untuk digunakan di Pengadilan. Apabila pencipta tidak terdaftar, pencipta 

dapat menunjukkan tanda "©", diikuti oleh tahun dan nama peme gang hak cipta.55 

 Pe megang hak cipta dapat melakukan hal -hal berikut untuk melindungi karya 

ciptaannya:  

1. Pencatatan  

Sa ma seperti hak atas kekayaan intelektual lainnya, hak cipta muncul 

secara oto matis ketika seseorang menciptakan karya baru. Pen catatan hak 

cipta bukan syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan huku m, namun 

bisa menjadi bukti awal kepemilikan karya saat terjadi sengketa . Pencipta 

atau pemegang hak cipta harus mengajukan permohonan pencatatan 

kepada Menteri Huku m  dan Hak Asasi Manusia (Menku mha m) cq. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.  

Tata cara permohonan dalam pendaftaran hak cipta diatur dala m 

Pasal 66 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : 

(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan 

Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, 

Pe megang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada 

M enteri. 

 
       55 Yusran Isnaini, 2019, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus, 

Cilacap: Pradipta Pustaka Media, halaman 17. 
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(2) Permohonan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

elektronik dan/atau non elektronik dengan:  

a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau 

penggantinya;  

b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak 

Terkait;  

c. dan membayar biaya.  

 

2. Le mbaga Manajemen Kolektif  

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No mo r 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta menjelaskan: “Lembaga Manajemen Kolektif adalah 

institusi yang berbentuk badan huku m nirlaba yang diberi kuasa oleh 

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna 

mengelola hak ekono minya dalam bentuk menghimpun dan 

mendistribusikan royalti.” Lembaga Manajemen Kolektif diatur dala m 

Pasal 87 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :  

(1) Untuk mendapatkan hak ekono mi setiap Pencipta, Pemegang Hak 

Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen 

Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang 

me manfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan 

publik yang bersifat ko m ersial.  

(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang me manfaatkan Hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada 

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui 

Le mbaga Manajemen Kolektif.  

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me mbua t perjanjian 

dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk 

me mbayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.  

(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang -Undang ini, 

pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara ko mersi al 

oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan me menuhi 

kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.  
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Le mbaga Manajemen Kolektif  wajib mengajukan permohonan izin 

operasional kepada Menteri dalam menghimpun serta mengelola hak 

ekono mi pencipta.56 

Saat ini Lembaga Manajemen Kolektif  yang telah mendapatkan 

Surat Keputusan dari Kementrian Huku m dan  HA M sebanyak 6 (enam) 

L M K, terdiri dari 3 (tiga) L M K Hak Cipta dan 3 (tiga) L M K Hak  Terkait, 

yaitu:57 

a. L M K Hak Cipta  

1) L M K Karya Cipta Indonesia (KCI)  

2) L M K Wahana Musik Indonesia ( W A MI)  

3) L M K Royalti Anugrah Indonesia (RAI)  

b.  L M K Hak Terkait  

1) L M K Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan 

Pe musik Republik Indonesia (PAPP RI) 

2) L M K Sentra Lisensi Musik Indonesia (SEL MI)  

3) L M K Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (AR DI)  

 

3. Platform E-Commerce 

Platform e-commerce memiliki kebijakan khusus untuk melindungi 

Hak Kekayaan Intelektual. Secara umu m, kebijakan ini hanya mengatur 

 
       56 Eddy Damian, Op.Cit., halaman 278. 

       57 Muhammad Faisal, 2023, “Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif 

Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia 2, no 3, halaman 1364. 
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tindakan yang dilarang oleh Hak Kekayaan Intelektual dan menyediakan 

cara untuk melaporkan pelanggaran, seperti notice and takedown.  

4. Platform Media Sosial 

YouTube adalah salah satu dari banyak platform media sosial yang 

me mungkinkan pemegang hak cipta, atau hak terkait, dapat melindungi 

karyanya dengan menggunakan hak cipta dalam bentuk content ID. Agar 

karya cipta dapat dilindungi dengan hak cipta content ID, pencipta, 

pemegang hak cipta, atau hak terkait, dan kuasa harus me mberikan contoh 

karya ciptanya untuk ditunjukkan kepada YouTube, atau bukti kepe milikan 

hak eksklusif pencipta.58 

 

 Pencatatan hak cipta membantu pencipta atau pemegang hak atas karya cipta. 

Pihak yang merasa dirugikan me miliki hak untuk mengajukan gugatan setelah 

pelanggaran hak cipta terjadi. Pencipta karya berhak untuk me mperjuangkan 

haknya, khususnya dalam kasus pelanggaran hak cipta.  

 Pada perkara terkait kasus lagu “Lagi Syantik” Putusan No. 82/Pdt.Sus-

Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. PT Nagaswara Publisherindo sebagai pemegang 

hak cipta, bersama dengan Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono sebagai pencipta 

lagu, mengajukan gugatan terhadap Halilintar Anofial Asmid sebagai tegugat I dan 

Lenggogeni Umar Faruk sebagai tergugat II karena diduga melanggar hak moral 

dan hak ekono mi. Tindakan pihak tergugat yang melakukan modifikasi lirik dan 

 
       58 Freddy Harris, et. al., Op. Cit., hlm. 57. 
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distribusi melalui platform digital tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran atas hak 

cipta yang dimiliki oleh para penggugat.  

 Hak moral dalam perkara ini berpusat pada perubahan lirik yang dilakukan 

oleh keluarga Gen Halilintar tanpa izin. Menurut Undang-Undang Hak  Cipta, 

perubahan yang mengakibatkan distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merusak 

reputasi atau kehormatan pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral.  

 Para penggugat menuntut tergugat dalam tuntutan provisi untuk melakukan 

sita dan/atau blokir terhadap akun/channel Youtube Gen Halilintar milik tergugat, 

sebagai alat pengko munikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti 

yang berkaitan dengan perkara, memerintahkan kepada para tergugat I dan  II untuk 

melakukan permintaan maaf kepada para penggugat  dengan cara me mb uat video 

permintaan maaf kepada para tergugat yang diunggah/diupload di akun -akun media 

social milik para tergugat, menguku m tergugat dengan me mbayar uang paksa 

(d wangso m) kepada penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah) apabila tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan 

putusan provisi a quo terhitung sejak diputuskannya putusan provisi a quo oleh 

pengadilan niaga Jakarta pada peng adilan negeri Jakarta Pusat. Kemudian para 

penggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi dalam tuntutan primair sebesar 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai denda atas pelanggaran hak moral, 

Rp 500.000.000,00 melanggar hak cipta sebagaimana dima ksud pada Pasal 9 Ayat 

(1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 Ayat (2), Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) untuk pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat 

(1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 Ayat (2), Rp 5.000.000.000,00 (lima 
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miliar rupiah) sebagai ko mpensasi atas kerugian im material dan menghuku m 

tergugat untuk me mbayar uang paksa (dwangso m ) apabila tergugat I dan tergugat 

II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan a quo sebesar 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah 

perkara a quo diputus.  

 Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bah wa tindakan pengubahan 

lirik oleh Gen Halilintar bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan materiil, tetapi untu k tujuan yang lebih positif, yaitu agar lagu dapat 

dinik mati oleh semua kalangan, termasuk anak -anak dan orang tua. Hakim juga 

menilai bah wa perubahan ini tidak merusak integritas dari lagu tersebut, sehingga 

tidak me menuhi syarat sebagai pelanggaran hak m oral. 

 Pada Kasasi No. 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020. Kasus sengketa hak cipta terkait 

lagu “Lagi Syantik” melibatkan PT Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan, 

dan Pian Daryono sebagai penggugat, melawan  Halilintar Anofial Asm id dan 

Lenggogeni U mar Faruk sebagai tergugat. Kasus ini berkaitan dengan tuduhan 

pelanggaran hak cipta oleh tergugat yang mengubah lirik dan mendistribusikan 

versi modifikasi dari lagu “Lagi Syantik” tanpa izin dari penggugat. Para penggugat 

mengajukan permohonan kasasi k e pengadilan. Dalam gugatan para penggugat, 

penggugat menuntut perlindungan atas hak cipta lagu “Lagi Syantik” dengan dasar 

bah wa tergugat telah melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekono mi.  

 Dalam pokok perkara, tuntutan penggugat mencakup pengakuan o leh 

pengadilan bah wa tindakan tergugat yang mengubah lirik dan mendistribusikan 

lagu modifikasi tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Majelis Haki m 
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Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat me miliki beberapa 

pertimbangan kunci dalam me mutus  perkara ini. Salah satu pertimbangan uta ma 

adalah apakah tindakan keluarga Gen Halilintar dilakukan dengan niat untuk 

mendapatkan keuntungan materiil atau bukan.  

 Hakim menilai bah wa modifikasi lirik yang dilakukan oleh tergugat tidak 

bertujuan untuk meru gikan pencipta atau mendapatkan keuntungan pribadi yang 

berlebihan. Tindakan tersebut dianggap lebih sebagai upaya kreatif untuk membuat 

lagu “Lagi Syantik” lebih ramah anak-anak dan dapat dinik mati oleh berbagai 

kalangan, termasuk orang tua.  

 Hakim juga me mpertimbangkan peran Wahana M usik Indonesia ( W A M I) 

dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan bukti yang diajukan 

oleh tergugat, pendapatan dari cover lagu “Lagi Syantik” tidak langsung diterima 

oleh tergugat, melainkan disalur kan melalui W A MI, sementara para penggugat 

tidak bisa me mbuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu “Lagi 

Syantik” yang dilakukan oleh para tergugat. Hal ini menjadi faktor penting dala m 

pertimbangan hakim untuk menolak klaim kerugian mater iil yang diajukan oleh 

penggugat.  

 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya 

me mutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh para penggugat, baik 

dalam provisi maupun dalam pokok perkara. Dalam provisi, tuntutan penggugat 

untuk melakukan penyitaan terhadap rekaman dan video klip serta pemblokiran 

akun YouTube Gen Halilintar ditolak. Dalam pokok perkara, semua tuntutan 

penggugat, termasuk klaim ganti rugi, juga ditolak. Pengadilan menetapkan bah wa 
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para pemohon kasasi harus me mbayar b iaya perkara sebesar Rp5.000.000,00 (lima 

juta rupiah).  

Putusan ini menegaskan bah wa tindakan modifikasi yang dilakukan oleh 

tergugat tidak dianggap sebagai pelanggaran hak moral atau hak ekono m i dalam 

konteks yang dibuktikan di pengadilan. Selain itu, pen gadilan juga menekankan 

bah wa klaim kerugian materiil oleh penggugat tidak dapat dibuktikan secara 

me madai, terutama karena pendapatan dari cover lagu tersebut disalurkan melalui 

W A MI dan bukan diterima langsung oleh tergugat.  

Ke mudian pada peninjauan kembali No. 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021. Pencipta 

lagu tersebut mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali terhadap 

keputusan kasasi yang sebelu mnya diajukan oleh para Penggugat. Kasus ini 

bermula ketika Tergugat I dan Tergugat II diduga melakukan pelanggaran hak cipta 

dengan me modifikasi lirik dan mendistribusikan versi modifikasi dari lagu tersebut 

tanpa izin dari pemegang hak cipta.  Para penggugat me mohon putusan seadil -

adilnya pada hakim sesuai dengan huku m yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (ex aequo et bono). 

Pe mohon Peninjauan Kembali mendasarkan klaim pada Pasal 9 Ayat (1) 

huruf a, b, e juncto Pasal 9 Ayat (2) dari Undang-Undang Hak Cipta. Para 

penggugat berpendapat bah wa tindakan para tergugat, yang meliputi penggandaan 

dalam bentuk digital, penerbitan karya cipta, serta pendistribusian hasil pelanggaran 

tersebut melalui media sosial, merupakan pelanggaran yang signifikan terhadap hak 

eksklusif pencipta sebagai pemilik ciptaan.  
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 Alasan peninjauan Kem bali dikabulkan karena setelah meneliti kembali 

dengan seksama pertimbangan judex juris telah melakukan kekhilafan atau 

kekeliruan yang nyata, karena telah salah dalam me mpertimbangkan mengenai 

pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para tergugat terhadap ciptaa n milik 

para penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang -Undang 

No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  juncto Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 

Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . 

 M ahkamah Agung akhirnya me mutuskan untuk mengabulkan gugatan para 

penggugat, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa 

hak dan tanpa izin dari para penggugat telah mengubah lirik dan mengakibatkan 

distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” milik para penggugat a dalah pelanggaran hak 

cipta/hak moral, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan 

tanpa hak dan tanpa izin dari para penggugat telah pertransformasian ciptaan dan 

melakukan ko munikasi ciptaan adalah pelanggaran dak cipta sebagaimana yang 

dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf d, hurf h, juncto Pasal 9 Ayat (2) Undang-

Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, menyatakan perbuatan Tergugat 

I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah 

melakukan fiksasi, m enggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan 

karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media 

sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat 

(1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, 

yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, 
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me mproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimo difikasi 

tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian 

materiil bagi Para Penggugat, menghuku m Tergugat I dan Tergugat II  atas 

pelanggaran hak moral yang jelas dilanggar pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1), 

Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 98 dan Pasal 99. Putusan berdasarkan keadilan atau 

keputusan majelis berpendapat secara logis menghuku m tergugat dengan ganti rugi 

yang wajar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Menghuku m Para 

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar 

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang ada pada pemeriksaan 

peninjauan Kembali seju mlah kepada Pemohon Peninjauan Kembali seju mlah 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

 Setelah melalui proses persidan gan yang panjang, pengadilan akhirnya 

me mberikan putusan yang berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan semua 

pihak yang terlibat. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan bah wa hak cipta 

atas lagu “Lagi Syantik” tetap berada di tangan pencipta asli, tetapi dengan 

pengakuan atas kontribusi dari pihak -pihak lain yang terlibat dalam proses 

produksi.  

 Pengadilan juga menetapkan bah wa setiap penggunaan ko mersial dari lagu 

tersebut harus me mberikan ko mpensasi yang adil kepada semua pihak yang 

me miliki klaim sah atas karya tersebut. Hal ini termasuk royalti untuk pencipta 

lagu, serta pembayaran kepada perusahaan rekaman dan pihak-pihak lain yang 

terlibat dalam distribusi dan pro mosi lagu tersebut.  
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Pada kasus lagu “Lagi Syantik” pihak dari PT Nagaswara Publish erindo 

berhak untuk mendapatkan hak eksklusif yaitu  berupa hak moral dan hak ekono mi 

seperti yang disebutkan pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No mor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta mengenai hak moral, “Hak moral sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan 

hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. ” Ke mudian pada 

Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

mengenai hak ekonomi, “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta.”  

Berdasarkan kronologi diatas, maka dapat disi mpulkan bah wa putusan 

terakhir dalam kasus tersebut sudah melindungi hak moral dan hak ekono mi 

pencipta lagu. Mahkamah Agung sudah tegas dalam memutuskan untuk 

menghuku m para tergugat sebagai pelanggar hak cipta dan telah terbukti 

melakukan pelanggaran hak  moral dan hak ekono mi dan diharuskan membayar 

ganti rugi kepada para penggugat , sehingga terpenuhinya pelaksanaan perlindungan 

huku m terhadap hak moral dan hak ekono mi di Indonesia . Perlindungan huku m 

terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu diatur dengan jelas didala m 

Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang me m berikan 

landasan huku m yang kuat bagi pencipta untuk mengklaim hak mereka, termasuk 

hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk menjaga integritas karya, serta hak 

untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya dan mendapatkan royalti. 
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Ke mudian perlindungan huku m terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu 

atas karya ciptanya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mencatatkan 

karya ciptanya ke Menteri Huku m  dan Hak Asasi Manusia (Menku mh am) cq. 

Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual,  kemudian mendaftarkan karya 

ciptaannya ke Lembaga Manajemen Kolektif karena L M K bertugas dala m 

mengu mpulkan dan mendistribusikan royalti dari penggunaan karya cipta milik 

pencipta lagu dan pemegang hak cipta , pada Platform E-Commerce juga memiliki 

kebijakan khusus dalam melindungi hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu, 

platform tersebut menyediakan cara untuk melaporkan pelanggaran seperti notice 

and takedown, serta melalui Platform Media Sosial seperti Youtube dapat 

melindungi karya pencipta lagu dalam bentuk Content ID dengan itu para pencipta 

lagu harus me mberikan contoh karya ciptanya untuk ditunjukkan kepada Youtube 

atau menunjukkan bukti kepemilikan hak eksklusi f pencipta.  

Pihak yang berwenang  dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi 

pencipta lagu harus me m berikan perlindungan huku m yang lebih baik lagi dala m 

menangani kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia agar tidak ada 

terjadinya kekhilafan dalam menangani kasus pelanggaran hak moral dan hak 

ekono mi pencipta lagu, kemudian meningkatkan penguatan terhadap regulasi 

huku m hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu  agar pencipta lagu dapat merasa 

aman atas karya ciptaannya yang dilindungi.  
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C. Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi 

Pencipta Lagu 

 Penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekono mi pencipta 

lagu merupakan isu yang mendalam dan ko mpleks dalam ranah huku m hak cipta. 

Karya musik tidak hanya mencerminkan kreativitas dan usaha pencipta, tetapi juga 

me miliki nilai ekono mis yang signifikan. Hak cipta, yang meliputi hak moral dan 

hak ekono mi, dirancang untuk melindungi pencipta dari pelanggaran yang dapat 

merugikan secara finansial maupun emosional.  Dalam konteks ini, pemahaman dan 

penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta menjadi krusial untuk me m astikan 

bah wa hak-hak pencipta dilindungi dengan efektif.  Untuk mengatasi pelanggaran 

hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu, pendekatan yang ko mp rehensif 

diperlukan, melibatkan upaya legislasi, penegakan huku m, serta pendidikan dan 

kesadaran masyarakat.  

 Dalam konteks legislasi, berbagai undang -undang dan peraturan telah 

diterapkan untuk melindungi hak-hak pencipta lagu. Di Indonesia, misalnya, 

Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan 

huku m yang mengatur perlindungan hak cipta, termasuk hak moral dan hak 

ekono mi. Undang-undang ini me mberikan perlindungan kepada pencipta lagu 

terhadap penggunaan karya pencipta tanpa izin, serta me mberikan mekanisme 

huku m untuk menuntut ganti rugi apabila hak -hak pencipta dilanggar. Undang-

undang tersebut juga mengatur tentang hak moral seperti hak untuk mengklaim 

kepemilikan atas karya dan hak untuk melarang perubahan atau distorsi yang dapat 

merugikan reputasi pencipta. Namun, penerapan undang -undang ini sering kali 
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menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan penegakan huku m, teruta ma 

terkait dengan penggunaan teknologi digital yang memudahkan penyebaran karya 

tanpa izin.  

 Penegakan huku m adalah aspek penting dalam penyelesaian pelanggaran hak 

cipta. Dalam banyak kasus, pencipta lagu atau pemegang hak cipta harus 

menghadapi proses hukum yang panjang dan ru mit untuk menuntut pelanggar dan 

mendapatkan ko mpensasi yang layak. Pengadilan berperan p enting dala m 

me mutuskan kasus-kasus pelanggaran hak cipta dan menetapkan sanksi yang 

sesuai. Namun, sering kali proses ini memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang 

lama, yang dapat menjadi beban berat bagi pencipta lagu yang mungkin tidak 

me miliki su mber daya yang cukup. Oleh karena itu, sistem peradilan yang efisien 

dan dukungan huku m yang memadai sangat penting untuk me mastikan bahwa hak -

hak pencipta lagu dilindungi dengan baik.  

 Selain aspek legislasi dan penegakan huku m, pendidikan dan kesadaran 

masyarakat juga me mainkan peran penting dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. 

Banyak pelanggaran hak cipta terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai hak -

hak yang dimiliki oleh pencipta lagu dan pentingnya menghormati hak tersebut. 

Program edukasi yang menargetkan tidak hanya pencipta lagu, tetapi juga 

masyarakat u mu m, pelaku pelaku industri musik dan pengguna karya musik, dapat 

me mbantu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak cipta. Pendidikan ini 

dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi yang 

mengedukasi mengenai bagaimana cara yang benar untuk menggunakan dan 
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me mbagikan karya cipta, serta dampak dari pelanggaran hak cipta terhadap 

pencipta lagu.  

 Secara keseluruhan, penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak 

ekono mi pencipta lagu memerlukan pendekatan multi -faset yang melibatkan 

perbaikan legislasi, penegakan huku m yang lebih baik, pendidikan dan kesadaran 

masyarakat, serta dukungan dari lembaga manajemen kolektif dan kerjasa ma 

internasional. Dengan mengintegrasikan be rbagai upaya ini, diharapkan pencipta 

lagu dapat me mperoleh perlindungan yang me m adai terhadap hak  moral dan hak 

ekono mi dan dapat menik mati manfaat yang adil dari karya yang telah di ciptakan. 

 Dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta yakni “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif 

penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”   

 Gugatan perdata diajukan ke pengadilan Niaga, sementara tuntutan pidana 

diajukan ke pengadilan Negeri.59 Bagi pencipta yang ingin me mpertahankan 

haknya, berikut adalah mekanisme penyelesaian  sengketa dengan jalur litigas i dan 

non litigasi: 

1. Penyelesaian dengan jalur litigasi  

a. Gugatan Perdata  

 Gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga , proses ini 

diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta menyebutkan  “Pemegang hak cipta berhak mengajukan 

 
       59 Ni Ketut Supasti Dharmawan, et. al, 2018, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Op.cit, 

halaman 64.  
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gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak 

ciptanya, serta me minta penyitaan benda yang diu mu mkan ata u hasil 

perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak meminta 

pengadilan niaga untuk memerintahkan penyerahan seluruh atau 

sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan seminar, 

pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya, yang m emiliki 

hubungan dengan hak cipta. Sebelu m me mbuat keputusan akhir, 

hakim dapat me merintahkan pelanggar untuk menghentikan 

pengu mu man dan/atau me mperbanyak karya atau barang yang 

dihasilkan dari pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang 

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. ”60 

 Dalam hal prosedur pengajuan gugatan untuk menyelesaikan 

sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak 

cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Setelah itu, panitera 

akan mendaftarkan gugatan tersebut dan memberikan tanda terima 

tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada 

tanggal gugatan diajukan. Dalam waktu tiga hari setelah pendaftaran, 

Pengadilan Niaga akan menentukan jad wal sidang. Sidang 

pemeriksaan gugatan oleh pen cipta harus dimulai paling lambat 60 

hari setelah pendaftaran gugatan. Setelah Penetapan Sementara 

dikeluarkan, gugatan harus diputus dalam waktu paling lama 90 hari 

 
       60 Abdul Atsar, 2018, Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: 

Penerbit Deepublish, halaman 39. 
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sejak pendaftaran di Pengadilan Niaga yang bersangkutan. Prosedur 

penyelesaian sengketa hak cipta secara perdata, seperti yang telah 

dijelaskan, menunjukkan bah wa proses penyelesaian berlangsung 

cepat, dengan sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam waktu 

maksimu m 60 hari dan putusan diambil dalam waktu 90 hari setelah 

pendaftaran. Pengaturan ini me mpercepat penegakan hak cipta, 

termasuk ketidakadaan upaya huku m banding, serta ketentuan bah wa 

kasasi harus diputus paling lambat 90 hari setelah permohonan 

diterima oleh Mahkamah Agung.  

b. Penyelesaian melalui ketentuan huku m pidana  

 Pada Pasal 112 sampai Pasal 113 Undang-Undang No mor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai ketentuan pidana pada 

pelanggaran hak cipta, Pasal 112 Undang -Undang No mor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta menjelaskan, “ Setiap Orang yang dengan tanpa ha k 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) 

dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”  

 Ke mudian pada Pasal 113 Undang-Undang No m or 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta menjelaskan penyelesaian sengketa melalui ketentuan pidana:  

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekono mi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 

Secara Ko mersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta 

rupiah).  
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(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekono mi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda pali ng 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekono mi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e,  

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling  

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(4) Setiap Orang yang mem enuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  

yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rpa.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)  

 

 

 

2. Penyelesaian dengan jalur non litigasi  

a. Arbitrase 

  Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam U ndang-Undang 

No mor 30 Tahun 1999 adalah “cara penyelesaian suatu sengketa 

perdata di luar peradilan u mu m yang didasarkan pada perjanjian 

arbitrase yang dibuat secara tertulis oieh para pihak yang bersengketa .” 

Pengadilan negeri tidak berwenang untuk me mpertimbangkan 

ketidaksepakatan para pihak jika mereka telah menandatangani 

perjanjian arbitrase. Sebagai akibatnya, pengadilan harus mengakui 

dan menghormati kekuasaan dan peran arbiter. Namun demikian, perlu 

diingat bah wa persetujuan dari kedua belah pihak diperlukan untuk 

dapat mengikatkan diri pada perjanjian arbitrase. Keabsahan perjanjian 
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arbitrase didasarkan pada unsur kesukarelaan dan kesadaran 

bersama.61 

b. Penyelesaian Sengketa Alternatif  (PSA)  

Bentuk penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan 

dilakukan secara sah menurut huku m . 62 Beberapa metode 

penyelesaian sengketa alternatif dijelaskan sebagai berikut:  

1) Negosiasi  

Negosiasi adalah proses tawar-menawar atau pembicaraan 

diantara para pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan 

mengenai suatu masalah tertentu.  

2) M ediasi  

M ediasi adalah siklus yang damai di mana para kelo mpok yang 

bersengketa memberikan penyelesaian sengketa nya kepada 

mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa 

mengeluarkan uang yang berlebihan tetapi berhasil dan yang 

diakui sepenuhnya oleh para pihak.63 

Ke mudian pada Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang No mor 28 

tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan: “ Selain pelanggaran 

Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, 

sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya 

 
       61 Inggrid Kusuma Dewi dan Ida Nadirah, 2024, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis 

Melalui Arbitrase”. Jurnal: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi 1, no. 3, halaman 63.   
       62 Aris Prio Agus Santoso, et.al. 2023. Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, halaman 98.  

       63 Khamozaro Waruwu dan Ida Nadirah, 2023, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik” Jurnal USM Law Review 6, no. 1, halaman 150. 
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dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui 

mediasi sebelu m melakukan tuntutan pidana. ” 

3) Konsiliasi  

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan 

pihak ketiga yang netral, disebut konsiliator, untuk me mbantu 

pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian.  

 Pencipta lagu dapat menempuh jalur litigasi dan non litigasi untuk 

menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekono mi, 

melalui jalur litigasi dapat mengajukan gugatan perdata dan upaya huku m pidana, 

penyelesaian melalui jalur non litigasi, seperti arbit rase, negosiasi, mediasi dan 

konsiliasi. 

 Pe megang hak cipta lebih sering menyelesaikan pelanggaran hak cipta 

melalui tuntutan perdata melalui pengadilan niaga  dibandingkan upaya huku m 

pidana untuk mendapatkan ganti rugi. Penyelesaian melalui upaya huku m  pidana 

kurang diperhatikan. Apabila  penyelesaian perdata dikabulkan, pelanggar harus 

me mberikan ko mpensasi kepada penggugat  (pemilik hak cipta) untuk pelanggaran 

tersebut. Selain fakta bah wa masalah ganti rugi perdata telah diselesaikan, 

penyelesaian pidana biasanya dianggap sebagai subjek yang melibatkan polisi, 

jaksa, pengadilan, dan pencipta sebagai korban apabila menjadi saksi adalah hal 

yang merepotkan.64 

 
       64 Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

halaman 118. 
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 Penyelesaian pidana yang efektif diharapkan akan menjadi pilihan yang lebih 

populer di masa depan. Perubahan ini diharapkan tidak hanya me mbuat tuntutan 

penyelesaian menjadi opsi yang lebih sering dipilih, tetapi juga akan 

menjadikannya sebagai pedo man yang lebih spesifik dan terstandarisasi dala m 

pengadilan negeri, serta me mberikan landasan yang lebih jelas untuk penyelesaian 

sengketa hak cipta di pengadilan negeri. 

 Le mbaga yang me mbantu menyelesaikan pelanggaran  hak moral dan hak 

ekono mi pencipta lagu dan kekayaan intelektual di Indonesia me miliki peran yang 

sangat penting dalam menangani masalah huku m terkait hak cipta. Lembaga-

lembaga tersebut tidak hanya bertugas untuk memantau dan mengawasi kepatuhan 

terhadap hak cipta, tetapi juga bertanggung jawa b dalam menegakkan hukum yang 

berkaitan dengan hak cipta tersebut. Selain itu, lembaga -lembaga ini memainkan 

peran aktif dalam me mb antu para pemilik hak cipta dalam proses penyelesaian 

sengketa, menawarkan nasihat dan panduan mengenai langkah -langkah terbaik 

untuk melindungi karya-karya ciptaan dari pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, 

me mberikan dukungan yang berharga, baik dalam hal penegakan huku m  maupun 

dalam memberikan solusi yang diperlukan untuk menjaga hak -hak para pencipta. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelanggaran hak moral pencipta lagu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi tidak 

diakuinya pencipta atau perubahan karya tanpa izin yang merusak reputasi. 

Pelanggaran hak ekonomi, diatur dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 

Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,  meliputi 

pembajakan, penggunaan, penggandaan, distribusi, dan penayangan karya 

tanpa izin, yang menyebabkan kerugian finansial. Penghormatan terhadap 

hak moral dan ekono mi pencipta sering diabaikan di Indonesia, baik melalui 

modifikasi karya tanpa izin maupun eksploitasi karya tanpa pembayaran 

royalti yang layak.  

2.  Perlindungan hak moral  diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang 

No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , termasuk hak diakui sebagai 

pencipta, menjaga integritas karya, dan mencegah penggunaan atau 

perubahan tanpa izin. Perlindungan hak ekonomi, diatur dalam Pasal 8, 

Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, meliputi hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya 

dan memperoleh royalti. Pencatatan karya me mastikan perlindungan huku m  

terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu , yang me mungkinkan 

pencipta berkarya dengan aman dan nyaman dalam me mbuat karya-karya 
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baru. Perlindungan ini juga memberi masyarakat hak untuk menik mati atau 

mengembangkan karya berdasarkan lisensi.   

3. Penyelesaian pelanggaran hak moral dan ekono mi pencipta lagu  di 

Indonesia diatur dalam Undang -Undang No mor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. Pasal 95 Ayat (1) mengatur penyelesaian sengketa melalui alternatif 

penyelesaian, arbitrase, atau pengadilan, serta mediasi . Pada Pasal 95 Ayat 

(4), sebelu m mengajukan tuntutan pidana pihak pelanggar harus melakukan 

mediasi dengan pihak yang melaporkan pelanggaran.  Pasal 99 memberikan 

hak kepada pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan 

penyitaan serta menghentikan seluruh kegiatan pendistribusian dari hasil 

pelanggaran. Pasal 112 dan Pasal 113 menetapkan sanksi pidana, termasuk 

denda dan huku man penjara, bagi pelaku pelanggaran ekono mi seperti 

pembajakan atau penggunaan tanpa izin.  Dalam  proses huku m, pencipta 

bisa me mba wa kasus ke pengadilan agar bisa mendapat ganti rugi atau 

me minta pengakuan atas pelanggaran yang terjadi.  

B. Saran 

1. Sebaiknya diadakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai  edukasi 

terhadap hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu kepada masyarakat dan 

pelaku industri musik. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, 

dan kampanye kesadaran huku m untuk meningkatkan pemahaman tentang 

bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi.  Langkah ini penting untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu  
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dan untuk me mastikan bah wa pencipta mendapatkan pengakuan dan 

ko mpensasi yang layak.  

2. Sebaiknya perlindungan huku m yang ada di Indonesia perlu lebih diperkuat 

dan diperjelas dalam melindungi hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu  

dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak huku m, seperti polisi dan 

hakim, dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, prosedur 

huku m harus dibuat lebih aksesibel bagi pencipta lagu untuk mengajukan 

tuntutan jika haknya dilanggar.  Hal ini juga mencakup penyediaan bantuan 

huku m bagi pencipta yang mungkin tidak me miliki su mber daya untuk 

melawan pelanggaran secara huku m.  Serta diperlukannya peningkatan 

mekanisme penegakan huku m terhadap pelanggaran hak cipta agar 

me mberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.  

3. Sebaiknya pemerintah, lembaga perlindungan hak cipta, dan pelaku industri 

perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 

perlindungan hak moral dan hak ekono mi pencipta lagu. Ini termasuk 

penyusunan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih efektif, dan 

penyediaan bantuan huku m bagi pencipta yang hak -haknya dilanggar . 

M engembangkan dan me mperkuat mekanisme penyelesaia n sengketa 

terkait hak cipta, baik melalui jalur litigasi ( gugatan perdata dan tuntutan 

pidana) maupun non-litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi) . 

Tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif 

bagi pencipta lagu ya ng hak-haknya dilanggar.
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